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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 

atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga buku Model 

Program Pendampingan Sekolah Dasar Inklusif - Dengan 

Pendekatan University-School Collaborative Partnership 

(USCP) tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Buku ini dapat 

dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah, universitas 

maupun sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif dalam 

mengembangkan kolaborasi dan kerjasama yang baik dalam 

melaksanakan pendidikan inklusif yang berkualitas. 

Buku ini merupakan penjabaran dari penyelenggaraan 

pendidikan inklusif dalam rangka pelaksanaan model program 

pendampingan sekolah dasar inklusif yang didasarkan pada 

kolaborasi bersama antar semua pihak agar memiliki 

pemahaman yang benar dan menyeluruh tentang model 

pendampingan sekolah dasar inklusif  yang holistik. 

Tentu saja, naskah buku program pendampingan sekolah 

dasar inklusif dengan pendekatan university-school 

collaborative partnership (USCP) ini telah dikaji secara 

mendalam dan disesuaikan dengan perkembangan pendidikan 

inklusif agar dapat memenuhi relevansinya dengan ilmu 

pengetahuan yang semakin berkembang. Penulis menyadari 

bahwa buku ini tidak lepas dari kekurangan. Untuk itu ke 

depannya perlu dilakukan evaluasi dan analisis agar kualitas 

buku ini menjadi lebih baik lagi. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik 

Indonesia sebagai bagian dari pendanaan Penelitian Terapan 
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Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT-2023), Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas 

Djuanda, Bogor, serta semua pihak yang telah membantu 

penyelesaian buku ini. Kami berharap bahwa buku ini dapat 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka ikut 

serta mensukseskan penyelenggaraan pendidikan 

inklusif di Indonesia. 

 

 

             Bogor, Agustus 2023 

 

 

 

       Penulis 
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BAB 1  

PENDIDIKAN INKLUSIF 

 

 

A. Definisi Pendidikan Inklusif 

 

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia sampai 

saat ini masih terus dikembangkan oleh pemerintah dalam 

rangka menghadirkan education for all kepada seluruh warga 

negara, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Untuk 

mencapai kesuksesan dalam penyelenggaraan inklusif tentu saja 

tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi semua 

stakeholder termasuk universitas yang mempunyai sumber daya 

yang banyak dalam mengembangkan praktek inklusif (David 

Wijaya, 2019; Rasmitadila, 2020). Universitas sebagai otoritas 

dan kewenangan yang besar dalam mengembangkan dan 

menghasilkan lulusan calon guru yang dapat mengajar di 

sekolah inklusif diharapkan dapat lebih berperan aktif secara 

nyata.  

Prinsip kesetaraan dan inklusi harus dimasukkan ke dalam 

kebijakan pendidikan. Ini termasuk (Mihai, 2017): 

1.  Menghargai kehadiran, partisipasi, dan prestasi setiap 

siswa, terlepas dari konteks dan karakteristik pribadi 

mereka mengakui keuntungan siswa dari keberagaman, 

serta cara mereka hidup bersama dan belajar dari 

perbedaan.  

2. Mengumpulkan, menyusun, dan mengevaluasi bukti 

tentang hambatan anak terhadap akses pendidikan, 

partisipasi, dan prestasi akademik, dengan penekanan 
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khusus pada siswa yang paling rentan terhadap 

marginalisasi, pengucilan, atau prestasi rendah. 

3. Pemahaman bersama bahwa sistem pendidikan yang 

lebih inklusif dan adil dapat membantu mengurangi 

kesenjangan gender, meningkatkan kemampuan guru 

dan sistem, dan menciptakan lingkungan pembelajaran 

yang mendukung.  

4. Melibatkan pemangku kepentingan utama di bidang 

pendidikan dan masyarakat untuk menciptakan kondisi 

pembelajaran yang inklusif dan meningkatkan 

kesadaran tentang konsep kesetaraan dan inklusi. 

 

Pendidikan inklusif berarti semua siswa disambut dan 

diterima di sekolah di lingkungan sekitar mereka untuk belajar 

di kelas reguler yang sesuai dengan usia mereka dan didukung 

untuk berpartisipasi dan belajar dalam semua aspek kehidupan 

sekolah. Pendidikan inklusif berarti merancang dan membuat 

sekolah, ruang kelas, program, dan kegiatan sehingga semua 

siswa dapat belajar dan berpartisipasi bersama. Pendidikan 

inklusif berarti semua siswa memiliki akses ke pendidikan yang 

baik dan memenuhi berbagai kebutuhan mereka dengan 

responsif, menerima, menghormati, dan mendukung. Siswa 

berpartisipasi dalam program di lingkungan belajar yang sama, 

yang membantu mereka mengurangi dan menghilangkan 

hambatan yang dapat menyebabkan eksklusif. Pendidikan 

inklusif juga berarti semua siswa ditempatkan di kelas 

pendidikan umum yang sesuai dengan usia mereka di sekolah 

lingkungan mereka dan menerima pengajaran, intervensi, dan 
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dukungan berkualitas tinggi yang memungkinkan mereka sukses 

dalam pendidikan.  

Menurut Mitchell and Sutherland (2020) bahwa 

penerimaan, pemahaman, dan perhatian terhadap keragaman 

dan perbedaan siswa—yang dapat mencakup aspek fisik, 

kognitif, akademik, sosial, dan emosional—adalah kunci untuk 

pendidikan inklusif yang efektif. Ini tidak berarti bahwa siswa 

tidak boleh menghabiskan waktu di luar kelas. Membuat setiap 

siswa merasa diterima, tertantang, dan didukung dalam upaya 

mereka adalah prinsip pendorong dari pendidikan inklusif. 

Selain itu, dukungan orang dewasa sangat penting, yang 

mencakup semua pengajar dan staf lainnya yang merupakan 

pemangku kepentingan utama, termasuk orang tua, dan guru 

pendidikan reguler dan khusus. Sederhananya, baik siswa 

penyandang disabilitas atau siswa berkebutuhan khusus (siswa 

ABK), maupun siswa reguler atau siswa non-ABK belajar lebih 

banyak. Banyak penelitian telah menemukan bahwa siswa ABK 

melakukan lebih baik dan memperoleh keterampilan yang lebih 

positif alam pendidikan inklusif, dan siswa reguler yang tidak 

memiliki masalah juga mendapatkan manfaat dari ini. Bagi 

siswa ABK, ini termasuk peningkatan akademik dalam literasi 

(membaca dan menulis), matematika, dan ilmu sosial—baik 

dalam nilai dan tes standar—perbaikan keterampilan 

komunikasi, peningkatan keterampilan sosial, dan peningkatan 

pertemanan.  

Pendidikan inklusif paling baik ketika mereka 

menciptakan budaya yang menghargai keberagaman dan 

membangun kekuatan setiap siswa (Cerna et al., 2021; Salend, 

2010). Sekolah inklusif menciptakan komunitas belajar 
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profesional di mana guru dapat mencapai hasil pembelajaran 

terbaik bagi siswa ABK dengan menggunakan metode terbaik 

dan strategi terkini yang berbasis bukti. Inklusi berarti 

memberikan akses dan kesempatan yang adil bagi semua orang. 

Ini mencakup menghilangkan diskriminasi dan hambatan 

lainnya sehingga semua orang merasa terhubung dan bagian dari 

komunitas. Siswa yang inklusif tidak mengharapkan lingkungan 

belajar beradaptasi dengan siswa ABK. Sebaliknya, inklusi 

memastikan bahwa lingkungan belajar tersedia untuk setiap 

siswa. Pengembangan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan 

memerlukan pengakuan bahwa kesulitan siswa timbul dari 

aspek sistem pendidikan itu sendiri termasuk cara 

penyelenggaraan sistem pendidikan saat ini, bentuk pengajaran 

yang diberikan, lingkungan belajar, dan cara-caranya di mana 

kemajuan siswa didukung dan dievaluasi (Ainscow et al., 2013; 

Hardy & Woodcock, 2015; Smith et al., 2017). 

Pendidikan inklusif mengacu pada semua orang yang 

belajar, tumbuh, dan berkembang bersama-sama dalam segala 

keberagaman kita. Ini mengakui hak setiap anak khususnya di 

sekolah dasar (SD) untuk berpartisipasi dalam lingkungan 

pendidikan umum. Ini memerlukan perubahan lingkungan 

pendidikan dan pendekatan pengajaran untuk menjamin 

partisipasi penuh yang nyata dan bernilai dari semua anak dan 

remaja. Pendidikan inklusif mengakui keberagaman manusia 

dan menghormati keanekaragaman manusia. Inklusi adalah 

proses transformatif yang menghormati dan menghargai 

keberagaman, menghapus diskriminasi dalam pendidikan, dan 

memastikan semua anak, remaja, dan orang dewasa memiliki 

akses penuh dan kesempatan pembelajaran berkualitas tinggi. 
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Istilah "inklusif" mengacu pada upaya untuk membuat 

prasekolah, sekolah, dan lingkungan pendidikan lainnya 

menjadi tempat di mana setiap orang dihargai dan diterima, dan 

di mana keberagaman dipandang sebagai sesuatu yang 

memperkaya (Ainscow, 2018; Dyson, 2013; Sibanda, 2023). 

Pendidikan inklusif berarti menghargai dan mendukung semua 

anak untuk berpartisipasi secara penuh dalam lingkungan 

pendidikan arus utama; menciptakan lingkungan di mana setiap 

anak dan remaja dapat dihargai, dihargai, dan didorong untuk 

mencapai potensi penuh mereka di segala bidang pembangunan; 

bebas dari keyakinan, sikap, dan praktik diskriminatif; 

menyambut dan menghargai keberagaman sebagai sumber daya, 

bukan sebagai masalah (Rasmitadila & Anna, 2018).  

Kerangka kerja awal untuk pendidikan inklusif dibuat di 

Salamanca, Spanyol, pada tahun 1994. Terdapat banyak upaya 

di bidang hak asasi manusia untuk mengatasi masalah 

pengucilan siswa ABK dari sistem pendidikan sebelum 

peristiwa ini terjadi. Pelanggaran hak asasi manusia yang lebih 

luas mencakup pengecualian sekolah. Pada Konferensi Dunia 

tentang Pendidikan Berkebutuhan Khusus: Akses dan Kualitas, 

pemerintah Spanyol bekerja sama dengan Organisasi 

Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (UNESCO) bertemu dengan perwakilan 90 

negara. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk mendorong 

pendidikan inklusif, dan hasilnya adalah Pernyataan Salamanca 

dan Kerangka Aksi mengenai Kebutuhan Khusus, yang 

mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai pendidikan untuk 

semua (UNESCO, 1994a, 1994b).  



6 || University-School Collaborative Partnership 

Pernyataan Salamanca membawa perubahan kebijakan 

dan praktik mengenai pendidikan bagi siswa penyandang 

disabilitas. Namun, pendidikan inklusif belum didefinisikan 

secara jelas, sehingga ada banyak definisi yang berbeda tentang 

apa yang dimaksud dengan inklusi. PBB mengesahkan 

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas 

(UNCRPD) pada tahun 2006. Menurut Pasal 24 UNCRPD, hak 

asasi anak-anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan 

pendidikan dalam pendidikan umum bersama dengan teman-

temannya yang tidak memiliki disabilitas adalah hak asasi 

mereka (Harpur, 2012; Mannan et al., 2012).  

Pendidikan inklusif sangat penting untuk memastikan 

bahwa semua orang memiliki akses terhadap pendidikan yang 

berkualitas dan setara. Hal ini juga mempunyai manfaat sosial, 

yaitu menciptakan komunitas yang dibangun berdasarkan 

toleransi dan inklusi. Bagi penyandang disabilitas, pendidikan 

inklusif mencegah isolasi dan pengucilan dari masyarakat dan 

memberi mereka kemandirian yang lebih besar, tidak hanya 

dalam lingkungan pendidikan, namun juga di kemudian hari 

ketika mereka ingin berkontribusi pada vitalitas ekonomi 

komunitas mereka. Studi tematik dari the United  Nations  High  

Commissioner  for  Human  Rights pada tahun 2013 tentang hak 

penyandang disabilitas atas pendidikan menunjukkan bahwa 

pendidikan inklusif memiliki kekuatan unik untuk menawarkan 

pendidikan berkualitas dan pembangunan sosial bagi 

penyandang disabilitas (Byrne, 2022; De Beco, 2014). 
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B. Sekolah Inklusif di Sekolah Dasar 

 

Pendidikan inklusif terjadi ketika siswa dari berbagai latar 

belakang dan kemampuan berbeda belajar bersama dalam 

lingkungan belajar yang inklusif. Sebagian besar waktu, 

lingkungan belajar umum digunakan oleh siswa untuk belajar 

yang mencakup perpustakaan, ruang kelas, pusat olah raga, 

teater pertunjukan, ruang musik, tempat makan, taman bermain, 

dan komunitas lokal. Lingkungan belajar yang efektif dalam 

kelas inklusif merupakan kelas dengan berpartisipasi 

sepenuhnya dalam lingkungan pembelajaran yang dirancang 

khusus untuk mereka dan dibagi dengan teman-temannya di 

lingkungan pendidikan yang dipilih; menciptakan suasana yang 

positif, meningkatkan rasa memiliki, dan memastikan bahwa 

siswa maju menuju tujuan akademik, sosial, emosional, dan 

pribadi yang sesuai; dan memenuhi kebutuhan pembelajaran 

individu dengan memberikan dukungan yang memadai dan 

menerapkan praktik dan prinsip (McLeskey et al., 2014; 

Thomas, 2016). 

Sekolah inklusif adalah sekolah reguler yang memberikan 

anak berkebutuhan khusus kesempatan untuk belajar di kelas 

yang sama dengan anak reguler (Paulsrud & Nilholm, 2023; 

Stankovska et al., 2015). Sekolah inklusif membuat kurikulum, 

menyediakan fasilitas, dan mempekerjakan guru untuk anak 

berkebutuhan khusus. Diharapkan tujuan sekolah inklusif dapat 

menciptakan lingkungan yang interaktif yang memungkinkan 

perbedaan dan keberagaman. Siswa reguler dan ABK memiliki 

karakter dan potensi yang berbeda. Konsep sekolah inklusif 

berarti menyediakan sarana dan bantuan untuk mengembangkan 
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pendidikan karakter dan bakat potensial. Berikut adalah 

beberapa keuntungan dari sekolah inklusi. 

Sekolah dasar yang inklusif adalah sekolah yang 

mengutamakan pengajaran dan pembelajaran, prestasi, sikap, 

dan kesejahteraan setiap anak. Sekolah terbaik tidak 

mengabaikan inklusi. Sekolah terus mengawasi dan 

mengevaluasi kemajuan semua siswa, termasuk menemukan 

siswa yang mungkin merasa ketinggalan, sulit untuk terlibat, 

atau terpisah dari tujuan sekolah. Sekolah dapat mengambil 

tindakan praktis untuk memenuhi kebutuhan siswa dan 

mendorong toleransi dan pemahaman dalam masyarakat yang 

beragam, baik di dalam maupun di luar kelas. Sekolah inklusif 

memperhitungkan semua siswa, termasuk mereka yang 

mungkin memiliki kebutuhan pendidikan khusus atau 

disabilitas. Oleh karena itu, inklusi lebih dari sekadar special 

educational needs and disability (SEND) dan tidak hanya 

mengacu pada penempatan siswa yang seharusnya bersekolah di 

sekolah umum ke sekolah luar biasa (Frederickson & Cline, 

2015; Hodkinson, 2015). 

Sekolah inklusif berprinsip bahwa semua anak harus 

belajar bersama sedapat mungkin, tanpa memandang kesulitan 

atau perbedaan yang mungkin mereka hadapi. Sekolah juga 

harus mengenali dan memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda, 

memungkinkan gaya dan kecepatan pembelajaran yang berbeda, 

dan memastikan bahwa pendidikan berkualitas melalui 

kurikulum yang sesuai, pengaturan organisasi, strategi 

pengajaran, penggunaan sumber daya, dan kolaborasi dengan 

komunitasnya. Setiap sekolah harus memiliki dukungan dan 

layanan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan khusus 
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mereka. Membangun budaya sekolah inklusif memerlukan 

komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pimpinan sekolah 

yang memainkan peran kunci dalam menetapkan nilai-nilai dan 

praktik inklusif. Pesan yang disampaikan harus kuat, konsisten, 

dan dijunjung tinggi oleh semua orang. 

Budaya sekolah inklusif dimulai dengan gagasan bahwa 

semua orang di sekolah, termasuk siswa, pendidik, 

administrator, staf pendukung, dan orang tua, harus merasa 

menjadi bagian dari dan berkontribusi terhadap kehidupan 

sekolah. Dalam budaya sekolah dasar inklusif, berbagai 

pengalaman, pandangan, dan bakat dianggap dapat memperkaya 

komunitas sekolah. Semua pemangku kepentingan harus 

berubah untuk mewujudkan budaya sekolah inklusif; ini lebih 

dari sekadar mengeluarkan pernyataan nilai yang mendukung 

inklusi atau mengadakan pelatihan tentang intimidasi atau 

memberikan pelatihan keberagaman kepada siswa. Menciptakan 

budaya sekolah yang inklusif memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk belajar tentang pentingnya menjadi inklusif 

termasuk nilai-nilai yang diperlukan untuk membangun 

komunitas yang benar-benar inklusif. Selain itu, ini memberikan 

kesempatan bagi orang tua untuk belajar bersama anak-anak 

mereka tentang pentingnya menjadi bagian dari komunitas dan 

merasa diterima.  

Dalam budaya sekolah inklusif, keberagaman dianut; 

dukungan pembelajaran tersedia dan dimanfaatkan dengan baik 

serta pengalaman belajar yang fleksibel berfokus pada masing-

masing siswa (Florian & Black-Hawkins, 2011). Ada 

lingkungan yang inovatif dan kreatif dan pendekatan kolaboratif 

digunakan dalam sekolah inklusif. Inti dari sekolah inklusif 
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adalah kepemimpinan yang berkomitmen dan arahan bersama. 

Bagi siswa ABK sekolah inklusif memiliki kebutuhan 

pendidikan khusus, termasuk hadir di sekolah yang mereka pilih, 

berpartisipasi dan terlibat di kelas dan di luar kelas bersama 

teman sebayanya, melakukan apa yang dilakukan teman sebaya 

mereka, belajar dan berprestasi, mengalami kesuksesan, menjadi 

tertantang, belajar di dalam kurikulum, dan menikmati apa yang 

mereka lakukan. Sekolah inklusif menumbuhkan identitas, 

bahasa, dan budaya setiap siswa dan memiliki harapan yang 

tinggi terhadap setiap siswa. Mereka mendorong nilai-nilai ini 

pada anak-anak dan orang dewasa yang inovatif dan fleksibel, 

bukan membuat mereka beradaptasi dengan sekolah.  

Budaya dalam sekolah inklusif harus menunjukkan (Pugh 

et al., 2012): 

1. Sekolah menyambut setiap siswa dan memastikan 

transisi mereka ke sekolah berjalan lancar dan 

direncanakan dengan baik. 

2. Sekolah membangun identitas, bahasa, dan budaya 

setiap siswa dan membagikannya kepada komunitas 

sekolah yang lebih luas. 

3. Sekolah juga menciptakan lingkungan sekolah yang 

peduli, aman, dan penuh hormat. 

4. Sekolah memiliki prosedur untuk menemukan dan 

membantu kebutuhan dan keinginan. 

 

Sementara itu, kepemimpinan dalam sekolah inklusif 

harus dapat (Carter & Abawi, 2018): 
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1. Pemimpin sekolah menciptakan norma yang inklusif, 

menetapkan tujuan yang jelas, dan menunjukkan 

perilaku yang baik 

2. Pemimpin sekolah menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang aman  

3. Pemimpin menciptakan lingkungan kerjasama yang 

mendukung guru dan mendorong tanggung jawab 

bersama bagi siswa 

4. Pemimpin mendukung penyelidikan dan pengembangan 

guru. 

 

Sekolah memiliki proses untuk mengidentifikasi peserta 

didik dengan kebutuhan pendidikan khusus. Sekolah harus 

bersedia untuk menyesuaikan lingkungan fisik sekolah, serta 

sistem dan prosesnya, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik 

dengan kebutuhan pendidikan khusus. Sekolah juga 

mengidentifikasi, menggunakan, mengoordinasikan, dan 

mengelola layanan dan dukungan yang tersedia bagi peserta 

didik dengan kebutuhan pendidikan khusus. Sekolah memiliki 

sistem yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan 

Manfaat dalam kelas inklusif bagi semua pemangku 

kepentingan antara lain (Zubia, 2023): 

1. Anak-anak ABK akan merasa percaya diri, merasa 

diterima, menikmati sekolah, dan ingin pergi ke sekolah. 

Mereka juga akan memiliki teman, berbagi pendapat 

tentang apa yang terjadi pada mereka, menghadapi 

tantangan di sekolah, dan merasa bangga dengan apa 

yang telah mereka pelajari dan capai. 
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2. Orang tua anak-anak ABK akan yakin bahwa anak-anak 

mereka akan menerima dukungan dan perhatian di kelas 

untuk mencapai potensi mereka dan menghargai nilai 

keberagaman. Mereka juga akan senang melihat anak-

anak mereka belajar, berprestasi, dan memiliki teman, 

dan akan merasa aman karena mengetahui bahwa anak-

anak mereka aman di sekolah inklusif 

3. Kepala sekolah dan dewan sekolah akan yakin bahwa 

sekolah mereka aman dan mendapat tempat terhormat, 

akan menikmati dan merasa bangga atas prestasi anak-

anak di sekolahnya, akan merasa didukung, akan percaya 

diri dalam pengajaran dan program kelas mereka, dan 

akan memiliki kebanggaan profesional dalam 

pengajaran mereka sendiri. 

 

C. Kelas Inklusif di Sekolah Dasar 

 

Seiring dengan peningkatan kesadaran kita terhadap 

manusia, budaya, dan masyarakat, ruang kelas inklusif semakin 

penting. Oleh karena itu, kita menerima banyak informasi, tetapi 

seringkali tidak berkualitas. Fakta bahwa seseorang percaya 

bahwa mereka tahu benar dapat disalahartikan dan 

menyebabkan stereotip, prasangka, dan penilaian terhadap 

individu tertentu, menyebabkan mereka terisolasi dari 

pendidikan umum yang mudah diakses. Namun, dengan ruang 

kelas yang lebih inklusif, diperlukan cara yang lebih mudah dan 

efisien untuk mengakomodasi berbagai jenis siswa. Ruang kelas 

inklusif biasanya berarti lebih banyak siswa berkebutuhan 
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khusus, penyandang disabilitas, atau penyandang disabilitas 

saja.  

Kelas inklusif berarti bahwa semua anak memiliki akses 

yang sama terhadap pendidikan tanpa memandang agama, etnis, 

ras, gaya belajar, atau kemampuan mereka (Lehohla & Hlalele, 

2012; Rasmitadila, 2020). Ini juga berarti bahwa di lingkungan 

belajar, semua siswa dihargai, dilindungi, dan dihormati. Selain 

itu, menciptakan kelas yang inklusif berarti secara aktif 

menangani dan berusaha menghilangkan stereotip dan 

pandangan negatif yang berasal dari latar belakang ras, etnis, 

agama, gender, gaya belajar, kemampuan, atau atribut lainnya 

yang diidentifikasi sebagai pengenal. Siswa yang mungkin 

sebelumnya dianggap sebagai "orang lain" diterima dengan 

hangat sebagai siswa yang berharga di kelas. Kelas inklusif 

sangat penting karena menumbuhkan rasa memiliki pada setiap 

anak, perasaan yang dilihat dan dipahami apa adanya, dan nilai-

nilai yang melekat dalam diri mereka sebagai manusia 

(Rasmitadila et al., 2019). Ruang kelas inklusif memungkinkan 

anak-anak untuk berkembang menjadi orang yang percaya diri, 

tidak hanya sebagai siswa dalam sistem pendidikan, tetapi juga 

sebagai warga negara dalam komunitas mereka dan di dunia 

luar. 

Ruang kelas inklusif dapat berarti berusaha untuk 

memastikan bahwa siswa terdiri dari berbagai ras, budaya, latar 

belakang ekonomi, serta latar belakang lainnya (Milner, 2011). 

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua siswa 

dilayani dengan adil dan memiliki akses ke pendidikan umum 

dan teknologi. Tujuan ruang kelas inklusif adalah untuk 

menghilangkan prasangka yang mungkin kita miliki satu sama 
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lain serta perbedaan yang ada antara orang kaya dan miskin. 

Ruang kelas inklusif biasanya didefinisikan sebagai ruang kelas 

dimana siswa berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, 

dapat belajar di antara teman-teman mereka yang memiliki atau 

tidak memiliki kebutuhan tertentu dalam lingkungan pendidikan 

umum yang sesuai dengan usia mereka. Namun, ini adalah 

definisi yang paling umum, dan lebih banyak ruang kelas yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa. Misalnya, ruang 

kelas yang inklusif dapat menerima siswa dengan kebutuhan 

tertentu. Namun, itu juga perlu mempertimbangkan siswa dari 

berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, agama, orientasi 

seksual, dan bahasa minoritas. Untuk membangun siswa yang 

sehat dan sejahtera, ruang kelas harus benar-benar inklusif. 

Ruang kelas inklusif bukan hanya membantu siswa dengan 

kebutuhan khusus akademik. Sebaliknya, setiap orang, termasuk 

guru, sekolah, orang tua, atau wali siswa, dapat memperoleh 

keuntungan dari kelas inklusif. Semua siswa mendapat manfaat 

dari berinteraksi dan membangun persahabatan dalam berbagai 

kelompok teman sebaya, dan guru mendapat manfaat dari lebih 

banyak mengenal siswa mereka. Karena siswa yang merasa 

dihargai dan dilibatkan cenderung lebih tertarik untuk menjadi 

anggota komunitas belajar yang positif, guru dan administrator 

yang bekerja dalam budaya sekolah yang inklusif menghadapi 

lebih sedikit masalah kedisiplinan dan ketidakhadiran. Bagi 

orang tua dan wali, ruang kelas inklusif berarti anak mereka 

belajar dan menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di 

tempat yang aman dan penuh pengasuhan. 

Ruang kelas inklusif sangat positif bagi semua siswa 

karena memungkinkan semua orang berpartisipasi. Dengan 
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ruang kelas yang inklusif, kita dapat membangun bentuk 

pendidikan non-formal dengan menggunakan pengalaman, 

pengetahuan budaya, dan kepribadian mereka. Ruang kelas 

inklusif tidak bertujuan untuk melemahkan semangat siswa; 

sebaliknya, mereka bertujuan untuk meningkatkan standar 

budaya mayoritas (Round et al., 2016; Tharp, 2018). Ruang 

kelas inklusif, berhubungan dengan pendidikan multikultural. 

Pendidikan multikultural berarti bahwa setiap orang, tanpa 

memandang agama, orientasi seksual, atau faktor lain, diterima 

dalam pendidikan umum dan dimasukkan ke dalam kurikulum. 

Iklim kelas inklusif berarti di mana setiap siswa merasa 

didukung secara intelektual dan akademis dan di mana rasa 

memiliki diperluas tanpa mempertimbangkan pendidikan, 

identitas, atau preferensi belajar. Ketika guru dan siswa bekerja 

sama untuk mencapai perhatian, rasa hormat, dan keunggulan 

akademik, lingkungan seperti itu dapat dipertahankan. Ini sangat 

penting untuk mendorong keberhasilan akademik setiap siswa. 

Metode pembelajaran yang lebih kooperatif yang mengakui 

pengalaman pribadi siswa dapat membantu banyak siswa 

mencapai hasil akademik yang lebih baik (Monroe et al., 2020). 

Dengan menciptakan suasana kelas yang ramah, penuh 

perhatian, dan mendukung, pembelajaran siswa dapat 

ditingkatkan. Suasana kelas ini memungkinkan siswa 

mengeksplorasi hubungan antara materi pelajaran, pengalaman 

pribadi, dan sosial. Silabus, pilihan bacaan yang diberikan, dan 

harapan diskusi adalah beberapa hal yang guru dapat 

mempertimbangkan untuk meningkatkan inklusi. 

Untuk menjaga lingkungan kelas yang inklusif, guru dapat 

(Taylor & Sidhu, 2012): 
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1. Untuk mendorong partisipasi yang adil dan saling 

menghormati, guru dapat menetapkan aturan dasar atau 

pedoman untuk perilaku yang baik di awal semester, seperti 

kerahasiaan, perbedaan pendapat yang saling menghormati, 

dan diskusi. Guru dapat meminta siswa mereka untuk 

membuat dan mempertahankan peraturan ini sebagai cara 

untuk mendorong penerimaan siswa. Sebagai alternatif, 

siswa mungkin diberikan waktu yang cukup untuk 

mempertimbangkan tanggapan terhadap pertanyaan-

pertanyaan penting atau menuliskan pertanyaan baru sebelum 

mereka dapat memberikan tanggapan. Selain itu, guru dapat 

menetapkan pedoman khusus tentang bagaimana siswa harus 

menunjukkan keinginan mereka untuk berbicara, 

berkontribusi dalam diskusi, dan mengambil tindakan ketika 

siswa melanggar aturan kelas. 

2. Untuk mendorong belajar yang tidak kompetitif dan 

meningkatkan komunikasi lintas budaya, guru dapat 

menugaskan kelompok kecil berdasarkan ras, etnis, atau 

gender jika pola pemisahan tempat duduk di kelas terkait 

dengan pola non-partisipasi. Jika beberapa siswa ragu untuk 

berbicara di kelas, mereka mungkin terlebih dahulu 

berkontribusi dalam kelompok kecil. Guru harus 

memperhatikan dinamika kelompok dan mengambil tindakan 

jika beberapa siswa tidak berpartisipasi sama sekali atau jika 

siswa yang lebih asertif mulai mendominasi. Selain strategi 

kelas, guru dapat membentuk kelompok siswa atau 

menugaskan proyek kolaboratif yang memerlukan pertemuan 

di luar kelas. Hal-hal seperti makalah kelompok, tugas 
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observasi, hasil kerja kelompok, atau presentasi 

memungkinkan siswa bekerja sama. 

3. Guru harus mempertimbangkan masalah sensitif dan 

mengakui perbedaan ras, kelas, atau budaya di kelas bila 

diperlukan. Mereka harus mengantisipasi respons emosional 

atau bahkan konflik saat membahas masalah kontroversial. 

Kurangi emosi yang negatif kecuali membuat siswa marah, 

mengganggu diskusi di kelas, atau menyebabkan siswa  

berperilaku kasar. Dalam situasi seperti ini, guru mungkin 

harus intervensi dan mengingatkan siswa tentang peraturan 

diskusi kelas. Pedoman bersama dapat mengurangi rasa tidak 

hormat dan permusuhan atau mencegah mereka muncul. 

4. Modelkan bahasa inklusif—guru dapat mengidentifikasi 

praktik bahasa yang mereka modelkan sebagai bagian dari 

membangun lingkungan yang inklusif dan saling 

menghormati. Menghindari penggunaan istilah atau 

pernyataan yang tidak inklusif. Untuk mendukung 

pendekatan ini, guru dapat menyediakan berbagai contoh 

konkrit dan studi kasus yang melibatkan berbagai atribut 

sosial, seperti ras atau gender. 

5. Gunakan contoh yang banyak dan beragam—Untuk 

memperluas pemahaman mereka tentang beragam contoh di 

atas, guru dapat memasukkan contoh multikultural, visual, 

dan materi sebanyak mungkin ke dalam perkuliahan. Ini 

harus mencakup berbagai perspektif tentang silabus, diskusi 

kelas, dan, jika memungkinkan, tugas.  

6. Terhubung secara pribadi dengan siswa—Guru dapat 

menggunakan pernyataan keberagaman atau filosofi 

pengajaran dalam silabus sebagai cara untuk menyambut 
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semua siswa dan menunjukkan keterbukaan dan kejujuran. 

Penelitian menunjukkan bahwa siswa menghargai dan belajar 

dari momen metakognitif di mana mereka dapat 

merefleksikan pikiran mereka atau orang lain.  

7. Menyediakan sarana alternatif untuk berpartisipasi - Untuk 

menandakan kesadaran akan kondisi emosional dan sosial 

yang berbeda di kelas, instruktur harus memberikan peluang 

partisipasi siswa melalui diskusi online selain di dalam kelas. 

Guru juga dapat mengumpulkan entri jurnal, catatan bacaan, 

atau refleksi lainnya, dan harus menghindari satu strategi 

homogen untuk keseluruhan semester. 

8. Berkomunikasi dengan hormat kepada siswa—Guru harus 

berhati-hati dalam mengucapkan nama siswa dengan benar 

dan dalam urutan yang benar. Ini termasuk menghindari 

memperpendek atau menyederhanakan nama siswa tanpa 

persetujuan yang jelas dari siswa; Jika guru tidak yakin 

dengan alamat atau identitas budaya yang tepat, mereka dapat 

mengajukan pertanyaan dalam konteks yang tidak 

mengancam. Sebaliknya, guru tidak boleh meminta salah satu 

siswanya untuk berbicara untuk kelompoknya atau menatap 

tajam ke arah atau menjauhi siswa yang sama saat membahas 

masalah. 

9. Sebagai bagian dari lingkungan kelas yang inklusif, guru 

harus menghormati ucapan dan pendapat bebas setiap siswa. 

Guru tidak boleh membiarkan siswa lain menganggap 

kontribusi mereka sebagai reaksi yang "tidak rasional" atau 

"tidak ilmiah" jika respons seorang siswa menunjukkan 

emosional dalam pelajaran tersebut. Sebaliknya, mereka 

dapat menolak kritik yang secara terang-terangan 
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menyinggung atau diskriminatif dan meminta siswa 

bertanggung jawab atas perilaku mereka. 

 

Untuk mendorong kelas inklusif, ada banyak cara, tetapi 

yang paling umum adalah memahami setiap siswa sebagai 

individu, membuat lingkungan belajar interaktif yang 

mempertimbangkan semua kebutuhan siswa, dan bekerja sama 

dengan semua pihak yang terlibat dalam kehidupan siswa. 

Meskipun ada banyak contoh inklusi di kelas, kebanyakan dari 

mereka termasuk dalam tujuh kategori, antara lain (Pandit & 

Mishra, 2016): 

1. Kenali Siswa Anda: membangun hubungan yang nyata 

dengan setiap siswa adalah dasar dari kelas yang benar-

benar inklusif. Di ruang kelas inklusif, guru terus 

berusaha memahami latar belakang dan perspektif unik 

siswanya dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

berbagi pengalaman dan perspektif mereka dengan aman 

kepada teman-temannya. Ketika guru meluangkan waktu 

untuk mengenal setiap siswa dan menghargai beragam 

asal usul mereka, mereka akan menciptakan lingkungan 

belajar yang aman, rasa memiliki yang lebih besar, dan 

kompetensi budaya yang lebih kaya bagi guru dan siswa. 

2. Pahami cara siswa belajar; mengetahui apa yang 

memotivasi siswa untuk belajar dan apa yang paling 

cocok untuk mereka adalah bagian penting dari 

meningkatkan inklusi di kelas. Pada awal tahun ajaran, 

guru mungkin mempertimbangkan untuk melakukan 

survei atau diskusi tentang hal-hal yang membuat siswa 

tertarik untuk belajar, apa yang mereka anggap sebagai 
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kekuatan dan kelemahan mereka. Setelah itu, mereka 

dapat memasukkan temuan ini ke dalam pelajaran, 

rencana kelas dan materi. Menerapkan aktivitas yang 

berbeda dalam satu pelajaran dapat membantu siswa 

belajar dengan cara yang berbeda dan meningkatkan 

retensi secara keseluruhan. Misalnya, merencanakan 

kegiatan membaca mandiri, proyek seni kreatif, diskusi 

interaktif dengan teman sebaya, dan eksperimen 

langsung tentang satu topik dapat membantu semua 

orang belajar lebih baik. 

3. Memupuk lingkungan belajar yang positif; menetapkan 

ekspektasi yang jelas terhadap budaya kelas dan 

meminta siswa berkontribusi dalam membangun 

ekspektasi tersebut membantu menciptakan lingkungan 

belajar yang positif di mana semua orang berinvestasi 

dan bertanggung jawab. Guru dan siswa dapat bekerja 

sama untuk menetapkan peraturan untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang produktif, aman, dan 

menghormati semua orang di kelas pada awal tahun 

ajaran. Menjaga ekspektasi dan konsekuensi kelas 

singkat dan mudah dipahami oleh semua siswa sangat 

penting. Kelas juga dapat membahas konsekuensi apa 

yang mungkin diterapkan jika aturan dilanggar. Guru 

harus secara aktif mendengarkan siswa tentang peraturan 

kelas dan membuat pedoman penyelesaian konflik untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang positif. Karena 

ketika anak merasa didengarkan, mereka merasa 

diperhatikan dan terlibat dalam kelas. 
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4. Menyertakan berbagai materi dan kegiatan 

pembelajaran; mendorong inklusi di kelas memerlukan 

penyediaan berbagai materi dan kegiatan pembelajaran 

yang menggabungkan berbagai latar belakang dan 

perspektif budaya, mendukung semua gaya belajar 

siswa, dan menumbuhkan pemikiran berani. Siswa dari 

berbagai gaya belajar dapat mengakses konsep yang 

sama dengan menggunakan tugas visual, pendengaran, 

dan sentuhan yang diselesaikan secara individu, dalam 

kelompok kecil, atau melalui karyawisata. Pendidik yang 

efektif harus memahami pentingnya keragaman dan 

kesadaran multikultural dalam masyarakat kita yang 

semakin beragam. Guru juga harus memastikan bahwa 

materi pelajaran mereka mencerminkan identitas ras, 

budaya, sosio-ekonomi, agama, dan gender, antara lain 

bentuk komunikasi tambahan dari pengalaman manusia. 

Selain itu, ruang kelas inklusif memungkinkan siswa 

berpartisipasi dalam aktivitas kreatif yang mendorong 

mereka untuk berpikir luar kotak. 

5. Meningkatkan interaksi antar siswa; semakin banyak 

siswa yang terlibat satu sama lain, semakin baik inklusi 

kelas, semakin kuat hubungan siswa dengan komunitas 

sekolah, dan semakin besar kemungkinan mereka 

merasa terlibat dalam pendidikan mereka sendiri. Guru 

dapat mendorong interaksi siswa dengan berbagai cara. 

Guru dapat meminta siswa bermain permainan pemecah 

kebekuan pada awal tahun ajaran untuk membantu 

mereka mengenal satu sama lain dan menemukan titik 

temu. Siswa juga dapat mengenal anggota kelas yang 
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berbeda dengan berpindah tempat duduk setahun sekali. 

Siswa yang lebih bervariasi dapat berinteraksi dengan 

proyek kelompok dan mengubah komposisi kelompok 

setiap tahunnya.  

6. Menawarkan dukungan tambahan; membangun ruang 

kelas inklusif berarti menyediakan berbagai sumber daya 

akademik dan non-akademik kepada semua siswa, serta 

orang tua dan wali mereka. Penting bagi guru dan sistem 

sekolah untuk secara aktif berkomunikasi dengan semua 

keluarga tentang sumber daya akademik dan non-

akademik. 

7. Berkolaborasi sebagai komunitas; guru harus bekerja 

sama dan mendapatkan dukungan dari semua orang di 

komunitas sekolah, termasuk administrator, konselor, 

pendamping sekolah, orang tua, dan keluarga, agar ruang 

kelas benar-benar inklusif. Ketika semua orang di 

komunitas sekolah bekerja sama, kebutuhan dan 

kemampuan siswa dari berbagai latar belakang 

dipertimbangkan, dan pengajaran akademis menjadi 

mudah dan konsisten untuk semua orang. Lokakarya 

pengembangan profesional dan rapat staf adalah cara 

lain bagi pendidik untuk berbagi ide dan pengetahuan. 

Mengundang orang tua dan keluarga di awal tahun ajaran 

dan memberikan kesempatan untuk berkumpul 

sepanjang tahun memungkinkan guru untuk lebih 

memahami latar belakang dan pengalaman hidup siswa 

serta kekuatan mereka. 

 

 



Program Pendampingan Sekolah Dasar Inklusif || 23 

BAB 2  

 
HUBUNGAN ANTARA UNIVERSITAS DENGAN 

SEKOLAH DASAR INKLUSIF 

 

 

 

A. Pentingnya Hubungan antara Universitas dengan 

Sekolah Dasar Inklusif 

 

Penyelenggaraan pendidikan inklusif sampai saat ini 

masih terus dikembangkan oleh banyak negara termasuk di 

Indonesia dalam rangka menghadirkan education for all kepada 

seluruh warga negara, termasuk siswa dengan kebutuhan 

khusus. Untuk mencapai kesuksesan dalam penyelenggaraan 

inklusif tentu saja tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, 

tetapi semua stakeholder atau pemangku kepentingan termasuk 

universitas yang mempunyai sumber daya yang banyak dalam 

mengembangakan praktek inklusif. Universitas sebagai otoritas 

dan kewenangan yang besar dalam mengembangkan dan 

menghasilkan lulusan calon guru yang dapat mengajar di 

sekolah inklusif diharapkan dapat lebih berperan aktif secara 

nyata. Salah satu peran aktif tersebut dapat diimplementasikan 

di sekolah dasar inklusif, yang saat ini masih memerlukan 

perhatian khusus, karena semakin banyaknya jumlah siswa 

berkebutuhan khusus di tingkat sekolah dasar di Indonesia. 

Universitas merupakan sumber informasi tentang hasil 

penelitian khususnya tentang pendidikan inklusif, sehingga jika 

ada masalah yang berhubungan dengan pendidikan inklusif, 
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sekolah dan khususnya guru dapat berdiskusi dan meminta 

solusi dari universitas. 

Permasalahan yang dihadapi oleh sekolah dasar yang 

menerapkan pendidikan inklusif masih belum dapat secara 

mandiri dapat dipecahkan sendiri oleh sekolah karena 

keterbatasan akses serta pengetahuan yang dimiliki sekolah 

khususnya guru (Rasmitadila, Humaira, & Rachmadtullah, 

2021; Rasmitadila, Widyasari, et al., 2021). Latar belakang guru 

yang berbeda dalam kelas, ketika harus menangani siswa ABK 

menjadi kesulitan terbesar bagi guru, yang akan berdampak pada 

pelaksanaaan pembelajaran dalam kelas inklusif. Hasil belajar 

siswa tidak secara maksimal dapat dicapai. Kondisi ini terus 

menerus terjadi, dan tidak ada tindak lanjut dalam memecahkan 

masalah klasik ini dari pihak manapun, termasuk universita yang 

menjadi penghasil calon guru yang akan mengajar di sekolah 

inklusif. Peran universitas belum terlalu jauh dalam membantu 

sekolah memecahkan persoalan di sekolah.  

Semakin banyaknya jumlah siswa berkebutuhan khusus di 

tingkat sekolah dasar di Indonesia, maka seharusnya semakin 

banyak juga jumlah sekolah dasar inklusif yang harus tersedia 

agar semua siswa mendapatkan layanan yang berkeadilan dalam 

pendidikan. Tetapi ternyata semakin bertambahnya jumlah 

sekolah dasar inklusif, permasalahan juga semakin terlihat. 

Permasalahan yang dihadapi sekolah dasar inklusif antara lain 

(Rasmitadila et al., 2023): 

1. Banyak sekolah yang belum mendapatkan 

pendampingan dari pemerintah secara kontinyu dalam 

melaksanakan praktek pendidikan inklusif 
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2. Kurangnya pelatihan agar dapat meningkatkan 

kompetensi sebagai guru inklusif 

3. Sekolah belum memiliki kolaborasi dengan pihak lain 

(universitas, LSM, Psikolog) dalam menunjang 

pelaksanaan pendidikan inklusif sehingga sekolah 

merasa semua kewajiban pendidikan inklusif hanya 

dibebankan kepada sekolah sendiri 

4. Terjadinya kesenjangan antara teori dan praktek yang 

didapatkan oleh calon guru inklusif di universitas 

(keguruan) ketika harus mengajar di SD inklusif 

5. Sekolah belum memiliki sarana dan prasarana yang 

memadai dalam mengakomodasi kebutuhan semua 

siswa 

6. Belum terbentuknya unit khusus yang dapat membantu 

guru dalam memecahkan persoalan di kelas inklusif 

seperti terkait dengan kurikulum, perilaku siswa maupun 

penilaian. 

 

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan 

pendidikan inklusif di sekolah dasar inklusif harus dapat 

diberikan solusinya agar tujuan pendidikan inklusif di Indonesia 

dapat tercapai. Untuk itu peranan universitas sebagai problem 

solver terhadap masalah yang terjadi di sekolah dasar inklusif 

sangat besar. Universitas tidak hanya memiliki otoritas sebagai 

sumber penghasil riset saja, tetapi juga dapat mengawal hasil 

riset dalam bentuk rekomendasi dan kebijakan akademis yang 

dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perbaikan 

penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar inklusif. 

Universitas harus dapat membangun kolaborasi yang baik antara 
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universitas dengan sekolah dasar inklusif sebagai hubungan 

timbal balik dalam menghasilkan calon guru inklusif agar 

mereka memiliki kompetensi yang berkualitas. Calon-calon 

guru inklusif yang merupakan lulusan guru sekolah dasar di 

universitas harus dapat mengimplementasikan teori yang 

didapatkan pada masa perkuliahan ketika harus mengajar di 

sekolah dasar inklusif. Sehingga permasalahan yang selama ini 

dihadapi oleh sekolah dasar inklusif termasuk guru kelas dapat 

diperbaiki dengan baik. Hubungan timbal balik universitas dan 

sekolah dasar inklusif diharapkan dapat memberikan dampak 

positif jangka panjang dalam rangka perbaikan sistem 

pendidikan inklusif yang ada di Indonesia (Pandit & Mishra, 

2016).  

Hubungan antara universitas dengan sekolah dasar 

merupakan salah satu bentuk kerjasama yang positif agar 

pelaksanaan pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah (Kosim et al., 2023). 

Beberapa konsep kerjasama seperti bentuk kemitraan antara 

universitas dengan sekolah dasar memberikan manfaat bagi 

pencapain tujuan pendidikan yang menguntungkan bagi kedua 

belah pihak. Dalam konteks pendidikan inklusif, hubungan 

kerjasama antara universitas dengan sekolah dasar inklusif 

diharapkan meningkatnya kualitas pendidikan inklusif sehingga 

hasilnya dapat dirasakan oleh semua stakeholder pendidikan 

(Leithwood et al., 2004). 

Pada konteks Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan peraturan 

pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 pasal 5 bahwa dalam rangka 

mengakomodasi bagi siswa berkebutuhan khusus perguruan 
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tinggi yang menyelenggarakan fakultas pendidikan dan 

keguruan, khususnya program studi/departemen pendidikan 

guru sekolah dasar harus menyediakan mata kuliah pendidikan 

inklusif. Kebijakan ini menjelaskan bahwa ada keterikatan dan 

tanggung jawab yang besar antara perguruan tinggi terutama 

universitas dengan kompetensi calon guru yang akan mengajar 

di sekolah dasar inklusif, sehingga terdapat kesempatan untuk 

melakukan hubungan kerjasama formal antara perguruan tinggi 

(universitas) dengan sekolah dasar inklusif. Artinya, antara 

universitas dengan sekolah dasar inklusif memiliki hubungan 

kerjasama langsung dalam penyelenggaraan pendidikan 

inklusif.  

Sampai saat ini hubungan kerjasama antara universitas 

dengan sekolah dasar inklusif masih terus dipraktekkan agar 

dapat tercapai secara maksimal. Secara khusus, bentuk 

kerjasama yang telah dilakukan oleh universitas dengan sekolah 

dasar inklusif masih terbatas pada kebutuhan pemenuhan 

penyelesaian materi perkuliahan pada semester. 

Penyelenggaraan mata kuliah pendidikan inklusif di program 

studi pendidikan guru sekolah dasar memang telah dilaksanakan 

sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan peraturan 

pemerintah. Tetapi porsinya bagi pendalaman lebih lanjut 

khususnya oleh mahasiswa yang merupakan calon guru yang 

akan mengajar di SD inklusif masih belum memenuhi 

kompetensi khusus agar mereka dapat mengajar di kelas 

inklusif. Berbagai bentuk hubungan kerjasama lain dengan 

sekolah dasar inklusif seperti magang, maupun praktek lapangan 

juga masih belum secara khusus menjurus kepada pemecahan 

masalah dalam kelas-kelas inklusif.   
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Sementara itu, bagi sekolah dasar inklusif hubungan 

kerjasama dengan universitas masih diposisikan sebagai tempat 

atau lokasi penelitian, tempat magang atau praktek lapangan 

tanpa adanya tindak lanjut dari semua bentuk kegiatan tersebut, 

sehingga belum memberikan kontribusi dalam memecahkan 

masalah yang terjadi di sekolah dasar inklusif. Artinya  

hubungan kerjasama timbal balik antara universitas dengan 

sekolah dasar inklusif yang dapat saling memberikan manfaat 

atau keuntungan untuk masing-masing pihak belum 

dilaksanakan secara maksimal. Hubungan kerjasama antara 

universitas dengan sekolah dasar inklusif harus disesuaikan 

dengan kebutuhan dan porsi masing-masing dengan tepat dan 

relevan (Greenhalgh et al., 2016). Untuk itu perlu dikembangkan 

bentuk-bentuk hubungan kerjasama yang diharapkan dapat 

saling memberikan manfaat timbal balik. Bentuk-bentuk 

hubungan kerjasama yang dikembangkan harus dilaksanakan 

untuk kepentingan jangka panjang dan berkelanjutan.  

Hubungan universitas-sekolah dasar inklusif sangat 

penting dalam pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia 

antara lain berhubungan dengan: 

 

1. Kesiapan guru inklusif 

 

Kesiapan guru inklusif merupakan salah satu faktor utama 

dalam kesuksesan penyelenggaraan pendidikan inklusif di 

sekolah dasar inklusif. Kompetensi calon guru dalam hal ini 

mahasiswa merupakan salah satu hal yang harus dipersiapkan 

oleh universitas agar lulusan yang dihasilkan dapat 

melaksanakan tugasnya sebagai guru inklusif di sekolah dasar 
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inklusif dengan baik. Untuk itu, kompetensi guru harus 

disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah dasar 

inklusif. Universitas harus memberikan materi perkuliahan 

pendidikan inklusif, serta topik-topik yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dihadapi oleh sekolah dasar inklusif, 

sehingga saling berhubungan. Hubungan universitas dengan 

sekolah dasar inklusif harus terus terjalin dengan baik, terutama 

menyangkut program-program pada mata kuliah pendidikan 

inklusif (Gokdere, 2012a; Rasmitadila, Megan Asri, Reza, et al., 

2022), serta berhubungan dengan pengembangan kompetensi 

calon guru. Sehingga ketika lulus telah memiliki kompetensi 

yang tinggi. Kompetensi guru ini juga berhubungan dengan guru 

pembimbing khusus (GPK) di kelas inklusif. Peranan guru GPK 

merupakan salah satu aspek pendukung kesuksesan 

pembelajaran dalam kelas inklusif. Masih banyak sekolah dasar 

inklusif yang tidak memiliki guru GPK yang dapat membantu 

guru umum dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. 

Tugas guru kelas menjadi sangat sulit untuk dapat 

mengakomodasi semua kebutuhan siswa, sehingga universitas 

diharapkan dapat menyediakan program studi yang 

berhubungan dengan kompetensi guru GPK. 

 

2. Kualitas pendidikan inklusif 

 

Kualitas pendidikan merupakan salah satu tujuan yang 

harus dicapai pada penyelenggaraan pendidikan inklusif. 

Hubungan kerjasama universitas-sekolah dasar inklusif dapat 

mempengaruhi kualitas pendidikan inklusif. Dengan kerja sama 

ini, calon guru dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat 
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di perkuliahan ke sekolah dasar inklusif, dari pengetahuan yang 

diperoleh seperti pembelajaran yang sesuai dengan kelas 

inklusif. Program-program yang disepakati bersama antara 

universitas dengan sekolah dasar inklusif dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan inklusif khususnya di sekolah dasar inklusif. 

Dengan adanya hubungan kerjasama universitas-sekolah dasar 

inklusif ini, calon guru tidak hanya mendapatkan teori saja di 

universitas tetapi juga dapat mempraktekkannya di sekolah 

dasar inklusif (Muñoz-Martíne et al., 2022). Artinya hubungan 

ini harus dapat memberikan kesempatan kepada calon guru 

untuk dapat mengaitkan teori yang di dapat dengan kegiatan 

nyata di sekolah dasar inklusif. Dampaknya dapat dirasakan 

dalam jangka panjang yaitu pada peningkatan kualitas 

pendidikan inklusif di Indonesia.  

 

3. Wawasan tentang Pendidikan Inklusif 

 

Wawasan tentang pendidikan inklusif berhubungan 

dengan lingkungan belajar, pemahaman siswa ABK dan reguler, 

perkembangan pembelajaran dalam kelas inklusif, dan 

sosialisasi tentang pendidikan inklusif kepada orangtua. 

Lingkungan belajar inklusif terkait dengan implementasi antara 

isi mata kuliah tentang lingkungan belajar dalam kelas inklusif 

khususnya mahasiswa ketika nanti akan mengajar di kelas 

inklusif pada praktek lapangan di sekolah dasar inklusif (Page et 

al., 2023). Untuk itu, melalui hubungan kerjasama dengan 

sekolah dasar inklusif, mahasiswa diberikan kesempatan untuk 

melihat langsung kegiatan pembelajaran yang harus tercipta 
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dalam lingkungan belajar yang kondusif hanya di sekolah dasar 

inklusif. 

Selain itu, mahasiswa juga diberikan wawasan tentang 

pemahaman tentang siswa ABK. Dengan adanya hubungan 

kerja sama dengan sekolah dasar inklusif, maka mahasiswa 

dapat mengetahui bermacam-macam karakteristik siswa ABK 

dalam kelas inklusif. Melalui program kunjungan ke sekolah 

dasar inklusif, atau magang maka mahasiswa akan mendapatkan 

pengalaman langsung menangani siswa ABK. Diharapkan 

pengalaman ini akan dapat diimplementasikan ketika mahasiswa 

menjadi guru inklusif setelah lulus dari universitas. Mahasiswa 

diharapkan selain dapat mendapatkan relevansi antara teori yang 

telah diperoleh pada matakuliah pendidikan inklusif, dapat 

melatih mahasiswa secara langsung dalam memperdalam 

karakteristik siswa ABK.  

Wawasan lain yang akan didapat adalah pemahaman 

perkembangan pembelajaran di kelas inklusif. Dengan adanya 

hubungan kerja sama selain memberikan wawasan mahasiswa 

dan guru tentang karakteristik siswa ABK, juga tentang 

perkembangan pembelajaran di kelas inklusif. Pemahaman ini 

jika mahasiswa praktek langsung ke kelas inklusif di sekolah 

dasar inklusif. Dengan kesempatan yang diberikan kepada 

mahasiswa pada program magang, dapat membantu mahasiswa 

bagaimana mengajar di sekolah inklusif dengan baik, dapat 

berinteraksi dengan semua siswa di kelas inklusif, mengetahui 

perkembangan pembelajaran terbaru di kelas inklusif yang 

menyenangkan, serta menerapkan teori pembelajaran yang telah 

diperoleh di kelas inklusif. 
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Sementara itu, sosialisasi kepada orang tua tentang 

pendidikan inklusif, memberikan kesempatan kepada 

universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki 

otoritas dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat atau 

orang tua bahwa pendidikan inklusif merupakan salah satu 

bentuk pendidikan yang sesuai dengan keberagaman (Kiyama & 

Harper, 2018; Papay & Griffin, 2013). Universitas dapat 

membantu sekolah dasar inklusif dalam membuka mindset atau 

opini tentang pendidikan inklusif yang selama ini masih belum 

banyak dipahami oleh orang tua yang memiliki siswa ABK 

untuk dapat bersekolah di sekolah dasar inklusif. 

Hubungan kerjasama universitas-sekolah dasar inklusif 

akan memberikan pengalaman kepada mahasiswa ketika nanti 

harus mengajar di sekolah dasar inklusif (Hoppey, 2016; 

Waitoller & Kozleski, 2013a). Universitas yang memiliki 

hubungan kerja sama dengan sekolah dasar inklusif dan 

membuat program seperti magang atau praktek lapangan, akan 

mempermudah mahasiswa sebagai calon guru mengenali 

masalah yang sering terjadi di kelas-kelas inklusif. Mahasiswa 

akan melihat dan mengalami langsung pembelajaran di kelas 

inklusif, termasuk cara menghadapi siswa ABK yang dapat 

memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa. Manfaat 

hubungan universitas dengan sekolah dasar inklusif mahasiswa 

dapat melakukan praktek langsung di sekolah dasar inklusif. 

Praktek langsung berupa program-program yang 

dirancang oleh universitas dan diimplementasikan di sekolah 

dasar inklusif. Hubungan kerja sama ini memungkinkan 

universitas dapat melaksanakan program-program tersebut 

dengan baik. Dengan praktek lapangan, mahasiswa calon guru 
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dapat mempraktekkan teori atau pengetahuan yang diperoleh 

selama kuliah. Misalnya dalam pembelajaran di kelas inklusif, 

baik dalam aspek akademis maupun non-akademis. Selain itu, 

mahasiswa juga akan mendapatkan masukan dari guru inklusif 

yang selama ini telah mengajar di kelas inklusif, sehingga dapat 

menambah pengetahuan baru bagi mahasiswa selain teori yang 

telah didapat. 

Hubungan kerja sama universitas-sekolah dasar adalah 

adanya relasi yang akan memberikan manfaat bagi kedua belah 

pihak (Wood & Brownhill, 2018). Semakin banyak relasi yang 

universitas jalin maka akan semakin banyak program yang dapat 

dilaksanakan, sehingga akan memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk dapat mengembangakn dirinya menjadi 

liulusan yang siap pakai. Manfaat hubungan kerja sama 

universitas-sekolah dasar inklusif akan memberikan kesempatan 

dan keuntungan bagi kedua belah pihak (Akcan, 2022; O’Toole, 

2020). Universitas dapat membuat program-program yang 

relevan, dan menunjang keberhasilan mahasiswa sebagai calon 

guru inklusif di sekolah dasar inklusif agar mendapatkan 

pengalaman baru.  

Hubungan kerjasama universitas-sekolah dasar inklusif 

diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah 

pihak. Bagi universitas, melalui program nyata seperti praktek 

lapangan, atau magang bagi mahasiswa akan memberikan 

pengalaman baru yang merupakan implementasi dari teori yang 

diperoleh pada masa perkuliahan. Pengalaman dari kerja praktek 

yang laksanakan di sekolah dasar inklusif bertujuan agar 

mahasiswa memahami dan membiasakan diri untuk dapat 

beradaptasi dengan lingkungan kerja yang akan dihadapi mereka 
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nanti ketika telah lulus. Selain itu, melalui program-program 

kerja praktek dan magang, mahasiswa akan mendapatkan 

wawasan yang luas dan mendalam terkait dengan pendidikan 

inklusif secara komprehensif.  

Mahasiswa akan belajar memahami karakteristik siswa 

ABK yang selama ini hanya mereka peroleh dari perkuliahan. 

Tetapi dengan kerja praktek di kelas inklusif, mahasiswa akan 

belajar menangani siswa ABK secara langsung, dan mencari 

solusi dari masalah yang dihadapi oleh guru kelas. Mahasiswa 

juga akan berkolaborasi dengan guru kelas untuk merancang 

sistem pembelajaran efektif untuk kelas inklusif, agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Pencapaian tujuan pembelajaran tentu saja sangat 

bergantung kepada lingkungan belajar kelas inklusif yang 

kondusif dan nyaman bagi semua siswa (Ackah-Jnr & Danso, 

2019). Untuk itu, mahasiswa akan belajar dari guru kelas agar 

dapat menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan 

menyenangkan bagi semua anggota kelas. Semua kegiatan kerja 

praktek di kelas inklusif dapat menjadi masukan bagi semua 

pihak, terutama bagi universitas, sekolah dasar inklusif, dan 

pendidik yang merupakan subjek dalam hubungan kerjasama 

ini.  

 

B. Program Kerjasama Universitas dengan Sekolah Dasar 

Inklusif 

 

Beberapa hubungan kerjasama antara universitas dengan 

sekolah dasar inklusif selama ini terdiri dari beberapa hal, antara 

lain: 
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1. Penyediaan kebutuhan pendidikan inklusif 

Penyediaan kebutuhan pendidikan inklusif berkaitan 

dengan keterkaitan antara lulusan guru yang akan bekerja di 

sekolah dasar inklusif. Dengan adanya kerjasama antara 

universitas dengan sekolah dasar inklusif memberikan 

kesempatan kepada lulusan untuk dapat bekerja di sekolah dasar 

inklusif (Rasmitadila, Megan Asri, & Reza, 2022). Pengalaman 

magang atau praktek lapangan di sekolah dasar inklusif ketika 

masih kuliah memberikan penilaian berharga bagi sekolah dasar 

inklusif untuk dapat menerima lulusan guru agar dapat 

bergabung dan mengajar dengan baik. Sebagai program studi 

yang menghasilkan calon guru sekolah dasar dan mengajar di 

sekolah dasar inklusif, mahasiswa berharap bahwa setiap calon 

guru harus memahami secara mendalam tentang pendidikan 

inklusif sehingga dapat dipraktekkan di sekolah dasar inklusif. 

Mahasiswa mendapatkan informasi terkait pentingnya mata 

kuliah pendidikan inklusif dari lulusan sebelumnya, bahwa 

dengan mendapatkan materi dari matakuliah pendidikan 

inklusif, mereka setidaknya dapat memecahkan persoalan di 

kelas inklusif. Walaupun kegiatan pelatihan harus terus menerus 

dilakukan oleh setiap guru inklusif.  

Salah satu bagian penting dari penyediaan ini juga adalah 

adanya penyelenggaraan seminar atau pelatihan yang dapat 

diselenggarakan oleh universitas kepada sekolah dasar inklusif. 

Universitas memiliki banyak ahli dalam bidang pendidikan 

inklusif, sehingga dapat menyelenggarakan seminar dan 

pelatihan terjadwal sesuai dengan topik atau permasalahan yang 

banyak dihadapi oleh sekolah dasar inklusif. Permasalahan yang 
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terjadi di kelas inklusif harus mendapatkan solusi yang dapat 

memberikan dampak positif bagi praktek pendidikan inklusif 

(Jauhari, 2017; Romadhon et al., 2021). Hal mendesak lainnya 

adalah penataan sarana dan prasarana belajar merupakan bagian 

yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan praktek 

inklusif. Bentuk hubungan kerja sama yang diharapkan oleh 

sekolah dasar inklusif adalah adanya pengadaan sarana fisik baik 

yang diperlukan oleh sekolah dasar inklusif yang selama ini 

masih sangat terbatas. Banyak guru berharap bahwa sekolah 

dasar inklusif dapat menerima siswa ABK dengan kebutuhan 

khusus seperti tunanetra, tunadaksa atau yang memerlukan 

perlakuan khusus secara fisik, dapat terpenuhi haknya dalam 

sekolah inklusif. Keterbatasan dana sekolah dasar inklusif dalam 

penyediaan sarana prasarana masih persoalan besar yang harus 

diberikan solusinya oleh universitas. Selain itu, ketersediaan 

media pembelajaran atau alat-alat pendukung pembelajaran 

yang akan digunakan guru untuk mengajar siswa ABK masih 

memerlukan bantuan yang besar. 

Pengembangan sumber daya manusia juga salah satu 

komponen penyediaan pendidikan inklusif yang sangat terkait 

dengan peningkatan kompetensi semua sumberdaya manusia 

yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah 

dasar inklusif (Tullao et al., 2017). Sumber daya manusia terdiri 

dari seluruh anggota komunitas sekolah dasar inklusif (contoh: 

kepala sekolah, guru, staf), termasuk mahasiswa yang 

merupakan calon guru yang akan menjadi guru di sekolah dasar 

inklusif. Selain itu, para dosen yang mengajar mata kuliah 

pendidikan inklusif di program studi pendidikan guru juga 

memerlukan pengembangan diri, agar dapat mengikuti 
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perkembangan terbaru terkait hasil penelitian dalam bidang 

pendidikan inklusif, yang berdampak pada kebaruan materi 

perkuliahan kepada mahasiswa calon guru sekolah dasar 

inklusif.  

 

2. Penelitian 

 

Sekolah dasar inklusif merupakan tempat yang paling 

sering digunakan untuk kegiatan penelitian. Dengan melakukan 

penelitian dapat memberikan kontribusi positif bagi pemecahan 

persoalan yang ada di sekolah inklusif. Dosen, guru kelas dan 

mahasiswa dapat saling berkolaborasi dalam memetakan 

persoalan yang dihadapi (contoh: metode pembelajaran, media 

pembelajaran) untuk selanjutnya melakukan penelitian agar 

memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut. 

Keberhasilan dalam penelitian dengan kolaborasi ini, harus 

dapat didiseminasikan kepada sekolah inklusif lainnya dalam 

bentuk karya ilmiah, dan diharapkan berdampak pada praktek 

inklusif.  

 

3. Praktek Lapangan 

Salah satu bentuk kerja sama yang memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa agar dapat lebih dekat kepada 

masyarakat dalam mempraktekkan ilmu pengetahuan di 

perkuliahan kepada masyarakat. Kegiatan kuliah kerja nyata 

terutama dalam bidang pendidikan di daerah-daerah yang belum 

maju (pedesaan) dan kualitas pendidikan yang masih rendah, 

diharapkan dapat berdampak terutama bagi sosialisasi praktek 

inklusif. Mahasiswa bersama dengan dosen pembimbing 
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lapangan dapat memberikan contoh nyata praktek inklusif, baik 

pada aspek akademik maupun non-akademik dengan kunjungan 

ke sekolah-sekolah inklusif. Kunjungan ke sekolah bertujuan 

untuk dapat mencari informasi, memetakan masalah praktek 

inklusif yang sering dihadapi oleh guru inklusif. Melalui 

kunjungan ke sekolah inklusif, dapat menjadi masukan bagi 

pihak universitas agar dapat memperbaharui materi perkuliahan 

pendidikan inklusif agar lebih relevan dengan permasalahan 

yang selama ini dihadapi oleh sekolah dasar inklusif.  

Praktek lapangan lain yang dapat dilakukan oleh 

mahasiswa sebagai hubungan kerjasama dengan sekolah dasar 

inklusif adalah magang mahasiswa. Magang berkaitan dengan 

kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk dapat 

mencoba mengajar di sekolah dasar inklusif sebagai cara untuk 

mendapatkan pengalaman mengajar yang akan digunakan ketika 

menjadi guru inklusif. Hubungan kerjasama universitas dengan 

sekolah dasar inklusif dilakukan dengan mengirimkan 

mahasiswa ke sekolah dasar inklusif untuk melaksanakan 

tanggung jawab sebagai calon guru di sekolah inklusif. Kegiatan 

magang seperti membantu guru dalam pembelajaran di kelas 

inklusif, manajemen kelas maupun administrasi kelas akan 

memberikan pengalaman kerja yang akan dihadapi oleh 

mahasiswa ketika lulus dari universitas. Mahasiswa akan 

berlatih mengajar di kelas dengan kondisi nyata, memecahkan 

permasalahan langsung bersama dengan guru kelas, sehingga 

akan menghasilkan calon guru inklusif yang intensional di masa 

yang akan datang.  

Walaupun saat ini pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi 
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telah membuat kebijakan bahwa dalam rangka mengembangkan 

sekolah inklusif, setiap program studi pendidikan calon guru di 

universitas harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan 

inklusif, tetapi dampak kebijakan ini baru memberikan 

pemahaman awal kepada mahasiswa. Artinya bentuk kerja sama 

universitas melalui program studi masih bersifat satu arah, 

khususnya dalam memenuhi kewajiban penyelesaian studi 

mahasiswa dan program studi itu sendiri.   

Beberapa bentuk hubungan kerja sama universitas 

dengan sekolah dasar dalam program seperti magang, maupun 

penelitian mahasiswa--penyelesaian tugas akhir-- tetapi belum 

secara spesifik terjalin kerjasama dengan sekolah dasar inklusif, 

yang program-program nya juga spesifik menjurus kepada 

penyelesaian permasalahan praktek inklusif (Rasmitadila, 

Megan Asri, & Reza, 2022). Sekolah dasar inklusif baru sebagai 

laboratorium pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan 

kepada setiap student teacher untuk mendapatkan pengalaman 

mengajar di kelas inklusif, dan mendapatkan gambaran nyata 

tentang permasalahan pendidikan inklusif. Permasalahan-

permasalahan ini belum dapat ditindaklanjuti oleh program studi 

di universitas sebagai bentuk kerjasama timbal balik yang 

seharusnya dapat menjadi sumber pemecah masalah kepada 

sekolah dasar inklusif.  

Universitas dan sekolah dasar inklusif harus dapat 

menerjemahkan kebutuhan pendidikan inklusif bersama-sama. 

Bentuk kerjasama dua arah memberikan kesempatan dan 

manfaat kepada pihak sekolah seperti peningkatan kompetensi 

guru melalui program seminar atau pelatihan yang 

diselenggarakan oleh universitas secara berkelanjutan, serta 
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pengadaan bersama sarana dan prasarana sekolah inklusif. Bagi 

universitas, hasil penelitian dosen dan mahasiswa, maupun hasil 

dari praktek lapangan mahasiswa merupakan masukan untuk 

dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa. Universitas dapat 

merancang matakuliah pendidikan inklusif berdasarkan hasil 

empiris penelitian, sehingga relevansi antara mata kuliah--

secara teori--dengan praktek di sekolah dasar inklusif dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah yang selama ini 

dihadapi sekolah dasar inklusif.  
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BAB 3  

 
PROGRAM PENDAMPINGAN SEKOLAH DASAR 

INKLUSIF DENGAN PENDEKATAN UNIVERSITY-

SCHOOL COLLABORATIVE PARTNERSHIP (USCP) 

 

A. Pentingnya Program Pendampingan Sekolah Dasar 

Inklusif 

 

Masalah yang dihadapi oleh sekolah dasar inklusif seperti 

dalam kurikulum, pembelajaran, pemahaman siswa ABK, 

sarana dan prasarana sekolah inklusif maupun penyediaan guru 

GPK, selama ini hanya dipecahkan sendiri oleh sekolah dasar 

inklusif. Walaupun telah ada berbagai kegiatan dari pemerintah, 

tetapi kegiatannya hanya bersifat penguatan yang tidak 

dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan. Dampaknya 

sekolah dasar inklusif khususnya guru kelas inklusif tidak dapat 

menyelesaikan masalah yang semakin hari semakin banyak dan 

bervariasi (DeMatthews, 2020). Kondisi ini menyebabkan 

pelaksanaan pendidikan inklusif yang telah diprogram oleh 

pemerintah tidak dapat berkembang sesuai dengan tujuan 

pelaksanaan pendidikan inklusif. Seharusnya semua hambatan 

dan masalah yang dihadapi oleh sekolah dasar inklusif harus 

dapat ditangani dengan cepat dan oleh pemerintah sehingga 

dapat memenuhi hak dan kebutuhan setiap siswa.  

Tetapi, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan aturan 

pendidikan inklusif, tidak dapat menangani semua masalah yang 

terjadi pada setiap sekolah inklusif di seluruh wilayah Indonesia. 

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan adanya 

perbedaan masalah penyelenggaraan pendidikan inklusif pada 
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setiap wilayah menyebabkan sulitnya kementerian pendidikan 

untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Untuk itu perlu 

kerjasama pemangku kepentingan lainnya dalam memecahkan 

masalah penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti universitas 

(Romero et al., 2020).  

Universitas merupakan salah satu pemangku kepentingan 

yang bertanggung jawab pada kualitas lulusan khususnya dalam 

bidang pendidikan guru yang akan mengajar pada sekolah dasar 

inklusif (Peng et al., 2014). Universitas penyelenggara 

pendidikan guru sekolah dasar memiliki kewajiban agar dapat 

menghasilkan kompetensi calon guru sekolah dasar agar dapat 

menjadi guru inklusif. Hambatan dan masalah yang dihadapi 

oleh sekolah dasar inklusif harus dapat menjadi kebutuhan 

kurikulum yang harus diberikan kepada calon guru sekolah 

dasar agar adanya relevansi antara teori di universitas dengan 

praktek yang ada di sekolah dasar inklusif ketika mereka telah 

siap menjadi guru (Wardani et al., 2004; Widyawati, 2017).  

Selama ini, walaupun beberapa universitas telah memiliki 

program studi pendidikan luar biasa yang berhubungan dengan 

pendidikan khusus, tetapi jumlahnya masih belum dapat 

memenuhi kebutuhan guru inklusif atau guru GPK di sekolah 

dasar inklusif. Selain itu lulusan dari program studi pendidikan 

luar biasa terbatas pada pendampingan siswa ABK sehingga 

tujuan pendidikan inklusif belum dapat tercapai, sebagai bagian 

dari pendidikan tanpa diskriminasi.  

Universitas diharapkan dapat saling berkolaborasi dan 

bekerja sama dengan sekolah dasar inklusif sebagai partner yang 

seimbang dalam memecahkan masalah penyelenggaraan 

pendidikan inklusif (Allday et al., 2013; Rasmitadila & Aliyyah, 
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2020). Hambatan dan masalah yang muncul di sekolah dasar 

inklusif dapat menjadi sumber pengambil keputusan dan bahan 

bagi universitas dalam merancang kurikulum, pembelajaran 

pada matakuliah yang relevan. Selain itu universitas sebagai 

sumber riset dapat melakukan riset yang diharapkan dapat 

memecahkan masalah praktek inklusif di sekolah dasar inklusif. 

Hasil riset yang diimplementasikan pada program studi yang 

menyelenggarakan matakuliah pendidikan inklusif dapat 

diimplementasikan pada sekolah dasar inklusif. Melalui 

diseminasi dan sosialisasi hasil riset kepada sekolah dasar 

inklusif, sangat membantu guru kelas maupun guru GPK dan 

semua anggota sekolah dasar inklusif dalam melaksanakan 

pendidikan inklusif secara tepat (Septiana, 2018).  

Tetapi, tentu saja diseminasi hasil riset tidak cukup dalam 

memecahkan masalah atau hambatan dalam sekolah dasar 

inklusif. Perlu program yang berkelanjutan dan kontinyu dalam 

memecahkan hambatan dan masalah yang selama ini muncul 

dalam sekolah dasar inklusif (Arocena et al., 2015). Untuk itu, 

perlu program pendampingan oleh universitas kepada sekolah 

dasar inklusif yang harus dilakukan secara terus menerus 

sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang yang 

positif.  

Program pendampingan sekolah inklusif merupakan salah 

satu bentuk tanggung jawab universitas sebagai bagian dari 

pemangku kepentingan yang menentukan kesuksesan 

penyelenggaraan pendidikan inklusif khususnya di SD. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020, Pasal 

5 ayat 3a dapat diartikan bahwa terdapat hubungan dan 

kerjasama antara universitas dengan sekolah penyelenggara 
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pendidikan inklusif. Pernyataan ini secara langsung memberikan 

makna bahwa kesuksesan pendidikan inklusif ditentukan dengan 

kompetensi calon guru yang telah berhasil dididik oleh 

universitas. Dalam kondisi di Indonesia, harus ada program yang 

secara kontinyu dan berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah 

termasuk universitas agar standar kualitas pendidikan khusus 

dapat dicapai oleh semua propinsi. Sehingga perlu adanya 

program pendampingan SD inklusif yang dilakukan oleh 

universitas dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama kemitraan 

yang setara, atau University-School Collaborative-Partnership 

(USCP). 

Pendampingan sebagai salah satu pendekatan yang paling 

relevan dalam membantu perkembangan pendidikan dan 

meningkatkan motivasi pengelola sekolah, guru dengan tujuan 

memberikan dampak pada siswa (Epstein, 2013). Pendampingan 

sebagai kegiatan intervensi untuk menjembatani kesenjangan 

yang terjadi dari suatu kondisi yang berdampak positif dalam 

mencapai tujuan tertentu. Program pendampingan kepada 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan salah 

satu program intervensi untuk mempercepat pencapaian tujuan 

pendidikan inklusif yang dilakukan oleh universitas dan sekolah 

dasar secara bersama-sama (Juvonen et al., 2019). 

Sekolah sebagai tempat penelitian bagi universitas 

misalnya sebatas penyedia tempat penelitian, pemberi data, dan 

tempat observasi kepada universitas, tetapi hasil penelitian tidak 

secara terbuka diberikan kepada sekolah. Hubungan kerjasama 

masih berlandaskan kebutuhan masing-masing pihak dalam 

memenuhi tuntutan sebuah kegiatan, seperti praktek magang 

untuk mahasiswa, kerja lapangan termasuk penelitian dosen dan 
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mahasiswa tingkat akhir. Padahal semua output ini jika 

dipraktekkan pada kelas-kelas inklusif dapat memecahkan 

permasalahan guru. Kalaupun ada diseminasi hasil penelitian 

kepada sekolah, tetapi hanya sebatas seminar yang kurang 

mendalam, sehingga tidak dapat dipraktekkan guru dalam kelas. 

Untuk itu, sekolah memerlukan program lanjutan yang dapat 

memberikan pengetahuan lebih mendalam kepada guru agar 

dapat mempraktekkan hasil penelitian lebih mandiri nanti nya. 

Program pendampingan adalah salah satu cara agra praktek 

inklusif dapat secara berkelanjutan dan mandiri dilaksanakan 

sekolah (Rasmitadila et al., 2021).  

Program pendampingan yang melibatkan universitas dan 

sekolah bertujuan agar semua praktek inklusif dapat 

dilaksanakan sesuai dengan dinamika perkembangan 

pendidikan inklusif, agar kesuksesan pendidikan inklusif dapat 

tercapai (Busse et al., 2018; Laletas et al., 2022). Keterlibatan 

universitas dan sekolah bukan hanya memberikan keuntungan 

kepada satu pihak saja, tetapi kedua belah pihak harus saling 

mendukung dan bekerja sama dengan sejajar sebagai partner. 

Kedua belah pihak bersama menentukan perencanaan 

pendampingan seperti lamanya waktu pendampingan, materi 

yang akan dipelajari, praktisi dan ahli yang terlibat dalam 

kegiatan pelatihan-pelatihan dalam kelompok kecil. Dengan 

keterlibatan universitas secara aktif dalam kegiatan pelatihan, 

membuka akses bagi sekolah dalam kerjasama dengan para ahli 

seperti psikolog atau lembaga masyarakat lainnya akan 

memberikan harapan bagi sekolah dalam memecahkan 

persoalan nyata dalam sekolah inklusif (Ahmed & Othman, 

2021).  
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Program pendampingan oleh universitas kepada sekolah 

dasar inklusif menjadi kegiatan yang harus dilakukan secara 

kolaboratif (Solis et al., 2012). Sekolah dasar inklusif berharap 

bahwa universitas dapat membantu memecahkan masalah yang 

dihadapi sekolah inklusif yang selama ini muncul dan belum 

dapat diberikan solusinya secara menyeluruh. Pendampingan 

yang dilakukan universitas seperti pendampingan kelengkapan 

sekolah dasar inklusif, pendampingan pembelajaran kelas 

inklusif, penyelenggaraan seminar dan pelatihan dan waktu 

pendampingan merupakan isi program pendampingan yang 

sangat diperlukan oleh sekolah dasar inklusif selama ini. 

Program pendampingan diharapkan dapat berlangsung 

berkelanjutan, kontinyu dan saling berkolaborasi dengan baik 

(Gray & McNaught, 2001; Sithole et al., 2017). Kolaborasi 

antara universitas dan sekolah dasar inklusif dalam program 

pendampingan merupakan hubungan timbal balik yang saling 

menguntungkan antara kedua belah pihak (Gross, 2015; Yun, 

2001).  

Sebagai pusat riset, universitas memiliki otoritas yang 

besar dalam melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan 

pendidikan inklusif. Tujuannya agar dapat memecahkan 

masalah dan hambatan yang selama ini dihadapi oleh sekolah 

dasar inklusif (Atalay et al., 2022). Bagi sekolah dasar inklusif, 

hasil riset dapat dipergunakan dalam praktek inklusif di kelas. 

Dengan program pendampingan secara berkelanjutan melalui 

seminar dan pelatihan dalam kurun waktu yang disepakati 

bersama akan dapat memberikan dampak positif bagi kedua 

belah pihak (Davey et al., 2020; Kissau & King, 2015). 
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B. University-School Collaborative Partnership (USCP) 

 

Universitas harus berperan dalam pelaksanaan pendidikan 

inklusif dalam program nyata seperti program pendampingan 

secara kontinyu sehingga memberikan dampak positif bagi 

sekolah dasar inklusif. Melalui program pendampingan 

universitas dapat membantu sekolah dasar inklusif dalam 

memecahkan masalah yang masih sulit untuk dipecahkan oleh 

sekolah. Universitas dan sekolah dasar inklusif dapat menjadi 

partner yang saling menguntungkan kedua belah pihak. 

Universitas dan sekolah dasar bersama-sama memiliki 

kebutuhan-masukan yang dapat mengembangkan sistem 

pendidikan inklusif secara keseluruhan. Kebutuhan akan 

pentingnya kualitas calon lulusan guru dari universitas 

diharapkan dapat membantu pemecahan masalah yang dihadapi 

guru di sekolah inklusif, ketika para lulusan mengajar di sekolah. 

Untuk dapat menghasilkan calon lulusan yang berkualitas, maka 

masukan dari sekolah dasar inklusif harus dapat 

diimplementasikan pada matakuliah pendidikan inklusif di 

universitas. Dosen harus dapat mengembangkan matakuliah 

pendidikan inklusif berbasis masukan dari sekolah dasar inklusif 

agar relevan dengan masalah yang dihadapi selama ini. Dosen 

dapat memetakan permasalahan dan masukan dari kegiatan-

kegiatan penelitian, magang mahasiswa atau praktek lapangan 

yang telah dilakukan di sekolah dasar inklusif.  

Collaborative partnership berarti bekerjasama untuk 

mencapai tujuan bersama atas kepercayaan, pengetahuan, 

kekuasaan dan bantuan yang dibagikan secara timbal balik 

(Murtagh & Birchinall, 2018). Ini merupakan konsep yang 
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selaras dengan kerja tim. Ini menyiratkan pengembangan 

kepercayaan dan pengakuan atas nilai yang sama dari semua 

pihak yang terlibat. Pendampingan sekolah inklusif merupakan 

salah satu bentuk tanggung jawab Universitas sebagai bagian 

dari pemangku kepentingan yang menentukan kesuksesan 

penyelenggaraan pendidikan inklusif khususnya di SD. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020, Pasal 

5 ayat 3a menyatakan bahwa program pendidikan yang 

menyediakan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan harus 

memberikan mata kuliah pendidikan inklusif. Ini menandakan 

bahwa terdapat hubungan dan kerjasama antara universitas 

dengan SD yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. 

Pernyataan ini secara langsung memberikan makna bahwa 

kesuksesan pendidikan inklusif ditentukan dengan kompetensi 

calon guru yang telah berhasil dididik oleh universitas.  

Untuk itu, agar kesuksesan penyelenggaraan pendidikan 

inklusif di SD, dapat terus berlanjut, perlu adanya 

pendampingan SD inklusif yang dilakukan oleh universitas 

dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama kemitraan yang setara, 

atau University-School Collaborative-Partnership (USCP). 

Dasar utama tentang pendekatan USCP yang digunakan dalam 

suatu kerjasama adalah (Bentley-Williams et al., 2017): 

1. Penghormatan dan pengakuan atas kontribusi dan 

potensi satu sama lain dipandang penting untuk 

menghasilkan suatu hubungan yang sukses. 

2. Pemahaman yang transparan tentang tanggung jawab 

bersama melalui pengembangan tujuan khusus yang 

diartikulasikan dengan jelas oleh kedua pihak/organisasi. 
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3. Rasa komitmen terhadap kemitraan yang terlihat dalam 

penyediaan lingkungan yang mendukung dan 

memelihara yang dibangun oleh kedua belah pihak. 

4. Dukungan administratif untuk memfasilitasi pencapaian 

hasil dari model yang akan dihasilkan sangat penting. 

5. Proses analisis dan evaluasi kemitraan yang konstan 

sangat penting untuk memfasilitasi pencapaian hasil 

 

Tujuan dari USCP dalam konteks pendidikan inklusif 

adalah (Farah, 2019): 

1. Untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan 

praktik dalam pendidikan inklusif khusus nya dalam 

pembelajaran dalam kelas inklusif, sehingga 

pendampingan dapat mengurangi kesenjangan tersebut. 

2. Memberikan kesempatan bagi calon guru inklusif untuk 

belajar lebih dalam tentang praktek inklusif sehingga 

ketika mereka siap untuk mengajar dapat 

mengimplementasikan pembelajaran di kelas inklusif. 

3. Untuk menawarkan praktik pendidikan inklusif yang 

lebih koheren, efektif dan relevan bagi siswa dan 

anggota sekolah inklusif. 

4. Menghubungkan guru inklusif di SD dan calon guru di 

universitas dalam komunitas belajar yang didasarkan 

pada kepentingan dan kepercayaan bersama, yang 

diharapkan dapat mengarah pada pengembangan 

sekolah, bahkan reformasi sekolah, yang dapat 

mempengaruhi sekolah dan program pendampingan SD 

inklusif. 
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5. Mengetahui kelemahan, kekurangan SD inklusif untuk 

dapat ditingkatkan setiap waktu, berdasarkan penelitian 

di universitas. 

 

C. Model Program pendampingan Sekolah Dasar Inklusif 

dengan pendekatan USCP 

 

Praktek pendidikan inklusif di Indonesia sampai ini masih 

memerlukan kerja sama yang baik antar semua pemangku 

kepentingan yang terkait. Untuk itu, kewajiban mensukseskan 

pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah saja, tetapi juga menjadi tugas dari perguruan tinggi 

termasuk universitas. Peranan universitas di Indonesia dalam 

penyelenggaraan pendidikan inklusif selama ini masih terbatas 

pada penyediaan penyelenggaraan program studi pendidikan 

khusus, termasuk penyelenggaraan mata kuliah pendidikan 

inklusif di program studi pendidikan guru sekolah dasar. 

Padahal, ketika lulusan dari universitas ini --sebagai guru 

inklusif--dituntut untuk dapat memecahkan masalah dalam kelas 

inklusif yang semakin bervariasi. Untuk itu, salah satu bentuk 

partisipasi universitas dalam mensukseskan penyelenggaraan 

pendidikan inklusif adalah melakukan program pendampingan 

kepada sekolah dasar inklusif.  

Program pendampingan merupakan salah satu cara 

keikutsertaan dan keterlibatan universitas dan sekolah dasar 

inklusif dengan kemitraan sejajar dalam menyelesaikan masalah 

penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai bentuk 

implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di 
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bawah ini adalah model program pendampingan sekolah dasar 

inklusif dengan pendekatan USCP: 

 

 

1. Masukan-Kebutuhan Timbal Balik 

Masukan-kebutuhan timbal balik menegaskan bahwa 

universitas dan sekolah merupakan pihak bersama terlibat dalam 

praktek inklusif. Tetapi dalam kenyataannya kedua belah pihak 

belum mampu menyelaraskan kebutuhan dan pencapaian yang 

seharusnya dapat menunjang kesuksesan praktek inklusif baik 

Gambar 1. Model Program Pendampingan Sekolah Dasar Inklusif 

dengan Pendekatan USCP 
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disekolah maupun di universitas. Universitas sebagai 

penyelenggara program calon guru seharusnya dapat 

memetakan kebutuhannya dalam materi matakuliah pendidikan 

inklusif yang telah menjadi kewajiban sebagai implementasi 

kebijakan pemerintah (Ghavifekr & Rosdy, 2015). Universitas 

yang memiliki banyak sumber daya manusia dan pengetahuan, 

seharusnya dapat melibatkan sekolah dalam memberikan 

masukan dalam mengisi materi perkuliahan pendidikan inklusif 

yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. 

Universitas harus membuka ruang bersama dengan banyak 

pihak terutama sekolah, menjauhkan kesombongan diri sendiri 

yang mengindikasikan hanya satu-satunya pihak yang memiliki 

pengetahuan tentang pendidikan inklusif (Murchison et al., 

2019). Hal ini diperkuat bahwa universitas harus dapat 

merefleksi dirinya terkait hubungan antara semua pihak tidak 

hanya produksi pengetahuan saja termasuk bagaimana kita 

mengajar, dan apa yang akan kita ajarkan--materi perkuliahan- 

tetapi juga produksi sosial (Lindemann-Biolsi, 2014).  

Masukan-kebutuhan timbal balik terdiri dari organisator, 

fasilitator and mentor. Kategori organisator berhubungan 

dengan bahwa universitas sebagai penyelenggara mata kuliah 

pendidikan inklusif, dan pelaksana penelitian pendidikan 

inklusif, serta sekolah dasar sebagai penyedia lapangan 

pekerjaan bagi lulusan mahasiswa pendidikan guru sekolah 

dasar. Universitas yang diwakilkan oleh program studi sebagai 

penyelenggara matakuliah pendidikan inklusif. Sebagai bagian 

dari program pendampingan, penyelenggaraan mata kuliah 

inklusif sangat penting diberikan kepada mahasiswa karena 
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salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa 

ketika lulus menjadi calon guru di SD.  

Universitas dapat merencanakan, dan melaksanakan 

beberapa program atau kegiatan yang dapat menunjang praktek 

pendidikan inklusif di sekolah inklusif. Beberapa program 

seperti membuat kerjasama antar sekolah dasar inklusif atau 

dengan pihak-pihak terkait dan relevan dengan pendidikan 

inklusif, memberikan mata kuliah atau kursus singkat tentang 

pendidikan inklusif di program studi, memberikan pelatihan, 

pengembangan atau seminar kepada guru kelas tentang 

pendidikan inklusif, dan pendampingan sekolah dasar inklusif 

secara kontinyu. Universitas memiliki otoritas dan kemampuan 

dalam mengorganisasikan program pendampingan secara 

kontinyu, sehingga dampak jangka panjang nya dapat dirasakan 

oleh sekolah inklusif. Beberapa program seperti penyelenggara 

seminar, atau pelatihan yang dilakukan secara terus menerus 

memberikan kesempatan kepada setiap guru kelas agar dapat 

mengembangkan dirinya dengan baik. Dalam pelatihan 

universitas juga dapat memberikan pemahaman kepada guru 

kelas agar dapat memahami siswa ABK lebih baik. 

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa 

semua sekolah dasar harus menjadi sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusif--sekolah dasar inklusif--. Selain itu, melalui 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 

tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik 

Penyandang Disabilitas, pada Pasal 5 Nomor 3a, menyatakan 

bahwa dalam rangka Penyiapan dan penyediaan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan, maka perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan program pendidikan calon guru harus 
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memberikan mata kuliah pendidikan inklusif. Pernyataan ini 

menegaskan bahwa ada keterikatan dan tanggung jawab yang 

besar antara perguruan tinggi (universitas) dengan kompetensi 

calon guru yang akan mengajar di sekolah dasar inklusif. Agar 

topik mata kuliah pendidikan inklusif relevan dengan masalah 

yang terjadi di sekolah inklusif, maka masukan dari sekolah 

sangat diperlukan bagi pengembangan mata kuliah ini. 

Selain pengembangan matakuliah, dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi oleh sekolah dasar inklusif adalah 

perlunya hasil penelitian yang dapat membantu sekolah. 

Universitas melaksanakan penelitian pendidikan inklusif di 

sekolah dasar inklusif oleh mahasiswa maupun oleh dosen 

sebagai bagian dari analisa masukan-kebutuhan agar kualitas 

praktek inklusif di sekolah dasar inklusif lebih baik. Hasil 

penelitian dapat menjadi dasar bagi sekolah dalam memecahkan 

masalah di sekolah termasuk pembelajaran dalam kelas inklusif. 

Sekolah berharap bahwa sekolah bukan hanya sebagai objek 

penelitian saja bagi universitas, tetapi juga dilibatkan dalam 

penelitian, dan hasilnya dapat diimplementasikan dalam praktek 

pendidikan inklusif. 

Sementara itu, sebagai penyedia lapangan kerja lebih 

difokuskan kepada perana sekolah dasar penyelenggara inklusif 

yang akan menerima para lulusan mahasiswa menjadi calon 

guru di sekolah sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Sebagai calon guru di SD, kompetensi tentang 

pendidikan inklusif harus relevan antara teori yang diperoleh 

mahasiswa di universitas dengan praktek di sekolah dasar. 

Untuk itu, mahasiswa perlu melakukan kegiatan magang, kuliah 

kerja nyata di sekolah dasar sebagai bentuk latihan mengajar 
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sebelum menyelesaikan perkuliahan di universitas. Tujuannya 

agar mahasiswa dapat mempraktekkan teori dengan kenyataan 

lapangan. Pihak sekolah berharap bahwa kompetensi yang 

dicapai oleh mahasiswa dapat dipraktekkan secara nyata, 

terutama dalam memecahkan masalah di kelas. Sekolah 

berharap mahasiswa "siap pakai" adalah calon guru yang handal 

dan selalu dapat mengatasi masalah dan perkembangan yang 

selalu berubah dalam kelas inklusif. 

Kategori kedua yaitu fasilitator mengindikasikan bahwa 

universitas merencanakan pendampingan kepada sekolah dasar 

inklusif secara reguler dan berkelanjutan. Fasilitator bagi 

universitas dan sekolah dasar merupakan bagian inti dari 

program pendampingan. Bagian dari fasilitator terdiri dari 

merencanakan pendampingan, menghubungkan kerjasama 

dengan stakeholder pendidikan inklusi, laboratorium pendidikan 

inklusif. Perencanaan pendampingan merupakan keterlibatan 

universitas dan sekolah dalam merencanakan program 

pendampingan dalam bentuk kegiatan nyata. Perencanaan 

pendampingan terdiri dari bentuk kegiatan pendampingan, 

waktu pendampingan dan bahan pendampingan. Sekolah 

mengharapkan bentuk pendampingan harus dalam kegiatan 

reguler dan terencana.  

Sebagai fasilitator, universitas merupakan pusat sumber 

belajar yang paling komplit dan dapat digunakan oleh sekolah 

dasar inklusif. Universitas dan sekolah dasar inklusif saling 

membutuhkan dalam pengembangan pendidikan inklusif 

(Björnsdóttir, 2017; Gokdere, 2012b). Permasalahan yang 

dihadapi oleh sekolah dasar inklusif merupakan masukan bagi 

universitas dalam mengembangkan topik mata kuliah 
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pendidikan inklusif, dan hasilnya dapat dilihat dari lulusan yang 

siap mengajar dalam kelas inklusif. Tetapi, tentu saja dalam 

pelaksanaannya, dengan permasalahan semakin hari semakin 

beragam yang dihadapi oleh guru kelas, universitas harus terus 

memantau dan mendampingi sekolah dasar inklusif sebagai 

bentuk tanggung jawab akademis dan moral atas pelaksanaan 

pendidikan inklusif.  

Universitas sebagai fasilitator merupakan peranan yang 

diharapkan dapat memfasilitasi semua kegiatan atau praktek 

inklusif antara kegiatan yang telah berjalan dengan baik dengan 

masalah yang sering dihadapi oleh guru kelas dalam kelas 

inklusif. Universitas dapat memfasilitasi aspek-aspek penting 

dalam membantu guru kelas maupun sekolah dasar inklusif baik 

dalam aspek akademik maupun dalam aspek non akademik. 

Beberapa aspek akademik dan non akademik yang diharapkan 

dapat difasilitasi oleh universitas seperti yang diharapkan oleh 

guru kelas antara lain: pembuatan rencana pembelajaran (RPP), 

pengelolaan kelas inklusif, mencari model evaluasi 

pembelajaran dalam kelas inklusif, merancang kurikulum 

inklusif, program remedial siswa, sarana dan prasarana, dan 

strategi mengajar.  

Kedua aspek -akademik dan akademik- diharapkan dapat 

memberikan solusi jangka panjang bagi guru kelas. Sebagai 

contoh, sebagai fasilitator, universitas diharapkan dapat 

membantu guru kelas maupun sekolah dasar inklusif dalam 

merancang kurikulum yang sesuai dengan karakteristik sekolah 

dan siswa. Selain itu yang menjadi penting juga adalah 

universitas dapat memfasilitasi strategi pembelajaran terbaru 

yang dapat dipraktekkan oleh guru kelas dalam kelas inklusif, 
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seperti cara metode mengajar agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai sesuai dengan semua kebutuhan siswa. Guru kelas 

difasilitasi tentang metode pembelajaran, media pembelajaran 

yang dapat diakses oleh semua siswa, melalui hasil-hasil 

penelitian yang terbaru oleh universitas 

Bentuk pendampingan dapat berupa seminar, pelatihan, 

sosialisasi tentang pendidikan inklusif. Untuk materi 

pendampingan yang dapat diberikan pada saat pendampingan 

seperti pengetahuan tentang siswa ABK dan penanganannya, 

identifikasi siswa, perancangan kurikulum inklusif, rencana 

pembelajaran dan program pembelajaran individu (PPI). Waktu 

pendampingan diharapkan disesuaikan dengan pencapaian 

pendampingan, baik di atas 1 tahun sampai 3 tahun. Bentuk 

fasilitator selanjutnya adalah universitas menghubungkan 

kerjasama dengan stakeholder lain sehingga terjalin kerjasama 

yang saling timbal balik, dan memberikan manfaat bagi sekolah 

seperti pihak dinas pendidikan kota/kabupaten, psikolog, serta 

lembaga masyarakat.  

Selama ini pihak sekolah hanya mengandalkan dukungan 

dari pemerintah--pemerintah pusat & daerah--Dengan adanya 

kaitannya dengan stakeholder yang lain seperti psikolog 

diharapkan dapat membantu sekolah dalam memecahkan 

masalah seperti cara mengidentifikasi dan asesmen siswa. 

Selama ini hambatan yang dialami guru dalam menangani siswa 

ABK dalam pembelajaran adalah terbatasnya pengetahuan 

tentang siswa ABK, sehingga memerlukan ilmu khusus dalam 

penanganan ABK. Untuk perlu keterlibatan dan hubungan 

kerjasama dengan psikolog dan sekolah. Universitas dapat 

menghubungkan fakultas yang menyediakan program psikologi 
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dan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada sekolah 

khususnya yang menyangkut penanganan siswa ABK.  

Sekolah dasar juga adalah fasilitator dalam hal sebagai 

laboratorium bagi universitas dalam meningkatkan 

pengembangan pendidikan inklusif. Hasil penelitian yang 

dilakukan universitas dapat menjadi tempat praktek langsung 

baik kegiatan uji coba maupun perbaikan penelitian yang tujuan 

akhirnya untuk memecahkan masalah inklusif baik disekolah 

maupun perbaikan matakuliah pendidikan inklusif yang 

memerlukan pengembangan yang dinamis.  

Kategori ketiga yang ditemukan adalah mentor. Program 

pendampingan juga diharapkan dapat melibatkan para ahli dan 

praktisi pendidikan inklusif. Keterlibatan ahli pendidikan 

inklusif dan praktisi seperti professor maupun dosen yang akan 

melakukan pendampingan kepada sekolah dasar inklusif sangat 

penting. Para profesor, dosen maupun para akademisi lainnya 

yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam 

pengembangan pendidikan inklusif diharapkan dapat membantu 

dalam memberikan pengetahuan inti kepada guru dalam 

kegiatan pelatihan dengan berbagai topik yang menjadi 

perhatian dari guru dalam kelas inklusif. Secara terjadwal 

melalui kegiatan pelatihan diharapkan guru dapat memperoleh 

tambahan kompetensi tentang pemecahan masalah.  

Sebagai mentor, universitas merupakan sumber atau pusat 

para ahli pendidikan inklusif. Secara khusus, universitas dapat 

menyediakan sumber daya manusia yang dapat mendukung dan 

membantu penyediaan sumber daya di sekolah dasar inklusif. 

Masalah yang sering terjadi di sekolah dasar inklusif terkait 

dengan penyediaan sumber daya manusia adalah 
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ketidaktersediaan guru GPK yang mendampingi dan membantu 

guru kelas dalam menangani siswa ABK. Universitas 

diharapkan lebih banyak menyelenggarakan program studi yang 

berhubungan dengan penyediaan guru GPK, sehingga 

lulusannya dapat mendampingi siswa ABK dalam kelas inklusif. 

Universitas memberikan kesempatan kepada universitas 

untuk dapat membantu sekolah dasar inklusif dalam 

meningkatkan kompetensi guru kelas dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas inklusif (Moriña, 2017; Waitoller & 

Kozleski, 2013). Sebagai pusat tenaga ahli yang profesional 

dengan latar belakang akademik yang baik, universitas dapat 

menyediakan bantuan khusus secara profesional untuk dapat 

membantu guru kelas dalam memecahkan persoalan praktek 

inklusif di dalam kelas inklusif, maupun sekolah inklusif secara 

kontinyu. Penyediaan sumber daya manusia di universitas 

seperti penyelenggaran program studi khusus untuk 

menghasilkan guru pendamping khusus yang kompeten 

merupakan salah satu peranan yang positif dalam menunjang 

pelaksanaan praktek inklusif (Kundu & Rice, 2019). Universitas 

diharapkan dapat melibatkan tenaga ahli tersebut dalam 

memecahkan dan memberikan solusi atas permasalahan yang 

dihadapi guru kelas. Guru kelas berharap bahwa tenaga 

profesional atau ahli profesional dapat memberikan 

pendampingan atau memberikan bantuan profesional sesuai 

dengan kebutuhan sekolah inklusif. Sebagai contoh, tenaga 

profesional dapat membantu meningkatkan kompetensi guru 

kelas sesuai dengan kualifikasi yang telah dimiliki guru kelas 

selama ini. 
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Peningkatan kompetensi guru kelas maupun kesiapan 

sekolah dasar inklusif dalam praktek inklusif dapat dilakukan 

oleh universitas dengan peranannya sebagai organisator (Das et 

al., 2022; Rojo-Ramos et al., 2023). Universitas memiliki 

kewenangan yang luas dna memiliki kemampuan untuk 

menghubungkan jejaring antar sekolah dasar inklusif, maupun 

pihak terkait yang dapat saling mendukung pelaksanaan 

pendidikan inklusif. Bentuk kerjasama antara setiap stakeholder 

dapat menjadi masukan bagi univeriatas untuk dapat 

mengemabngakan program pendampingan yang relevan, dan 

sistematik sehingga dapat memberikan manfaat bersama. 

Sebagai contoh, program pelaksanaan seminar, atau pelatihan 

yang dapat dilaksanakan oleh universitas kepada sekolah dasar 

inklusif secara kontinyu, dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan yang luas kepada guru. Guru dapat memecahkan 

masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 

inklusif tanpa kehilangan sumber pengetahuan langsung dari 

universitas, yang selama ini belum pernah dibantu oleh 

pemerintah (Ferri et al., 2020).  

Selama ini, jika ada masalah dalam kelas inklusif para 

guru sulit menemukan ahli atau praktisi yang dapat membantu 

mereka dalam pemecahan masalah. Dengan adanya program 

pendampingan ini, guru dengan mudah mengutarakan dan 

bertanya terkait pendidikan inklusif. Selain para ahli dan 

praktisi, sebagai mentor juga adalah para peneliti di universitas 

yang selalu melakukan penelitian pendidikan inklusif setiap 

tahun. Keterlibatan peneliti dalam program pendampingan 

diharapkan dapat mendiseminasikan hasil penelitian kepada 

sekolah terutama guru terkait hasil penelitian terbaru. Misalnya 
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guru dapat memodifikasi pembelajaran dengan metode-metode 

pembelajaran terbaru, media pembelajaran yang berbasis 

teknologi yang saat ini sangat bermanfaat bagi guru dan siswa, 

serta inovasi-inovasi lainnya yang dapat membantu 

memecahkan masalah pendidikan inklusif sesuai dengan 

dinamika sekolah inklusif. 

2. Sistem Pendukung Pendampingan 

Untuk sistem pendukung pendampingan terdiri dari 2 

kategori yaitu, pembuat kebijakan, serta fasilitas dan 

infrastruktur. Kedua kategori ini melibatkan peran pemerintah 

yaitu kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi 

serta dinas pendidikan kota/kabupaten. Sebagai sistem 

pendukung dalam program pendampingan, pemerintah 

diharapkan dapat mendukung dan menyediakan kebutuhan yang 

sesuai dan relevan untuk universitas dan sekolah dasar. Untuk 

pembuat kebijakan, pemerintah--Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi-- termasuk kementerian 

lainnya yang terkait harus dapat membuat kebijakan yang 

mendukung penyelenggaraan praktek inklusif bagi semua pihak.  

Salah satu kebijakan yang terkait dan berhubungan dengan 

program pendampingan adalah kewajiban universitas 

penyelenggara pendidikan guru untuk dapat menyelenggarakan 

matakuliah inklusif yang bertujuan agar calon guru 

mendapatkan kompetensi pendidikan inklusif ketika menjadi 

guru di sekolah dasar (Rasmitadila, Humaira, Rachmadtullah, et 

al., 2021). Kebijakan ini menjadi dasar bagi universitas untuk 

dapat merancang dan menyesuaikan isi mata kuliah pendidikan 

inklusif agar relevan dengan masalah yang dihadapi sekolah 
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dasar. Dukungan dalam kebijakan yang memberikan 

kesempatan kepada universitas dan sekolah agar memiliki 

hubungan kerjasama dalam penyelenggaraan inklusif 

diharapkan menjadi mitra yang dapat saling mendukung (Anam, 

2022; Taufik & Rahaju, 2021). Demikian juga pemerintah yang 

tidak dapat hanya sendiri mensukseskan pendidikan inklusif, 

sehingga memerlukan kerjasama dari semua pihak, dengan 

membuat kebijakan yang bermanfaat. 

Selain kebijakan, bentuk keterlibatan pemerintah juga 

dalam bentuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur kepada 

sekolah inklusif. Sarana dan prasarana yang selama ini telah 

diberikan oleh pemerintah memang masih terbatas, karena 

berhubungan dengan ketersediaan dana maupun sumberdaya 

seperti ketersediaan guru GPK yang seharusnya dapat 

disediakan oleh pemerintah. Berbagai sarana dan prasarana 

untuk sekolah inklusif seperti ruangan kelas yang kondusif dan 

ramah anak, perangkat keras dan lunak pendukung pembelajaran 

masih sangat terbatas dimiliki oleh sekolah. Walaupun 

demikian, pemerintah terus menerus dan kontinyu menyediakan 

sarana dan prasarana tersebut sehingga dapat menunjang praktek 

penyelenggaraan pendidikan inklusif baik di universitas dan 

sekolah. Dengan program pendampingan yang dilakukan oleh 

universitas dan pemenuhan sarana dan prasarana diharapkan 

dapat menunjang praktek inklusif secara nyata. 

 

 

 

 



Program Pendampingan Sekolah Dasar Inklusif || 63 

D. Peranan Universitas dalam Program Pendampingan 

kepada Sekolah Dasar Inklusif 

 

Peranan universitas dalam membantu penyelenggaran 

pendidikan inklusif melalui hasil riset harus dapat diwujudkan 

dalam program nyata seperti program pendampingan secara 

kontinyu sehingga memberikan dampak positif bagi sekolah 

dasar inklusif (Cloete & Uys, 2016). Proses pemecahan masalah 

bagi sekolah dasar inklusif yang selama ini belum ada solusinya, 

dengan adanya program pendampingan dapat menjadi cara 

sebagai partner yang saling menguntungkan kedua belah pihak. 

Sementara itu, bagi universitas permasalahan yang dihadapi oleh 

sekolah dasar inklusif menjadi kebutuhan pengembangan materi 

perkuliahan, sehingga calon lulusan guru sekolah dasar memiliki 

kompetensi yang relevan. Calon guru sekolah dasar yang akan 

mengajar di sekolah dasar inklusif diharapkan dapat mengurangi 

gap yang terjadi antara teori dengan praktek penyelenggaraan 

pendidikan inklusif di sekolah dasar inklusif. 

Masukan yang diberikan oleh guru kelas di sekolah dasar 

inklusif akan menjadi panduan bagi mahasiswa agar dapat 

memperbaiki diri dan mengembangkan diri ketika nanti telah 

siap untuk mengajar di kelas inklusif. Bagi universitas, 

hubungan kerja sama dengan sekolah dasar inklusif melalui 

program kerja lapangan dapat menjadi bahan untuk 

memperbaiki isi program maupun isi mata kuliah--pendidikan 

inklusif--sehingga lebih relevan dan sesuai dengan perubahan 

yang cepat terjadi pada praktek inklusif (Lengnick-Hall et al., 

2011). Selain itu, universitas yang memiliki otoritas dalam 

bidang penelitian, dapat mendiseminasikan hasil penelitian 
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kepada sekolah dasar inklusif sebagai langkah perbaikan 

terhadap masalah yang sering muncul selama ini. Semua hasil 

penelitian, maupun hasil evaluasi dari program kerja praktek 

atau magang merupakan dasar membuat perubahan 

pengembangan pendidikan inklusif sehingga kualitas 

pendidikan inklusif di Indonesia semakin baik.  

Peranan universitas dalam program pendampingan 

diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar 

khususnya dalam memecahkan permasalahan pendidikan 

inklusif. Selama ini, banyak sekolah-sekolah inklusif terutama 

di wilayah desa terpencil, kurang mendapatkan perhatian dari 

universitas. Guru maupun sekolah dasar inklusif ketika 

menghadapi masalah dalam kelas inklusif, tidak mengetahui 

siapa yang akan membantu mereka memecahkan masalah 

tersebut. Berbagai masalah yang terjadi di kelas inklusif seperti 

masalah memahami karakteristik siswa ABK, banyak guru kelas 

yang belum memahaminya, atau cara mengidentifikasi siswa 

ABK, karena latar belakang guru kelas yang bukan dari program 

studi pendidikan khusus, atau pendidikan inklusif.  

Peranan universitas dalam program pendampingan kepada 

sekolah dasar inklusif merupakan salah satu cara agar dapat 

membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah 

dasar inklusif khususnya guru kelas (Humaira & Rachmadtullah, 

2021). Peranan universitas diharapkan dapat memberikan 

dampak yang baik dalam implementasi pendidikan inklusif. 

Keterlibatan universitas dalam program pendampingan kepada 

sekolah inklusif dapat digunakan sesuai dengan kapasitas 

universitas sebagai pusat penelitian dan sumber data penelitian. 

Universitas memiliki otoritas yang besar dalam melaksanakan 
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penelitian yang berhubungan dengan pendidikan inklusif, 

melalui metode penelitian yang tepat sehingga menemukan hasil 

penelitian yang relevan dengan permasalahan di sekolah dasar 

inklusif (Alothman, 2014; Taylor & Sidhu, 2012). Hasil ini 

dapat dipraktekkan di sekolah dasar inklusif, baik oleh guru 

kelas maupun manajemen sekolah dasar inklusif, sehingga 

tujuan sekolah dasar inklusif dapat tercapai. Kondisi ini 

merupakan salah satu bentuk perhatian universitas dalam 

membantu sekolah dasar inklusif memecahkan masalah yang 

selama ini dihadapi.  

Selain memiliki otoritas yang besar terhadap hasil-hasil 

penelitian, universitas juga memiliki kepentingan dan kebutuhan 

yang besar dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di 

masyarakat, termasuk pendidikan inklusif di sekolah dasar 

inklusif (Leithwood et al., 2021). Melalui masalah yang terjadi 

di sekolah dasar inklusif, universitas mengetahui kebutuhan 

dalam merancang program studi atau matakuliah yang dapat 

menjawab dan memberikan solusi pada sekolah dasar inklusif. 

Universitas dapat membantu sekolah dasar inklusif baik dari 

aspek akademik maupun non akademik (Martin et al., 2013). Hal 

ini dapat diimplementasikan dalam matakuliah seperti 

pendidikan inklusif yang topiknya tidak hanya terdiri dari aspek 

akademik saja (perancangan kurikulum, rencana pembelajaran, 

pembelajaran, dan evaluasi), tetapi juga seperti memberikan 

cara memaksimalkan sarana dan prasarana sekolah dasar 

inklusif.  

Untuk itu guru kelas berharap peranan universitas harus 

dapat difokuskan kepada poin penting dalam penanganan kelas 

inklusif. Perhatian yang diharapkan oleh guru kelas seperti 
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pendampingan secara kontinyu yang dapat memberikan 

pemahaman secara menyeluruh dan mendalam sehingga dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi selama ini. Keterlibatan 

universitas berhubungan tentang sumber data dan perhatian 

universitas. Universitas sebagai sumber data sebagai tempat bagi 

para peneliti melakukan berbagai penelitian yang hasilnya 

diharapkan dapat diimplementasikan di sekolah dasar inklusif. 

Selain itu, universitas merupakan sumber informasi tentang hasil 

penelitian khususnya tentang pendidikan inklusif, sehingga jika 

ada masalah yang berhubungan dengan pendidikan inklusif, 

guru dapat meminta solusi dari universitas. Peranan universitas 

dalam program pendampingan diharapkan dapat memberikan 

perhatian yang lebih besar khususnya dalam memecahkan 

permasalahan pendidikan inklusif (Rasmitadila, Humaira, & 

Rachmadtullah, 2021). Selama ini, banyak sekolah-sekolah 

inklusif terutama di wilayah desa terpencil, kurang mendapatkan 

perhatian dari universitas. Guru kelas maupun sekolah dasar 

inklusif ketika menghadapi masalah dalam kelas inklusif, tidak 

mengetahui siapa yang akan membantu mereka memecahkan 

masalah tersebut.  

Berbagai masalah yang terjadi di kelas inklusif seperti 

masalah memahami karakteristik siswa ABK, banyak guru kelas 

yang belum memahaminya, atau cara mengidentifikasi siswa 

ABK, karena latar belakang guru kelas yang bukan dari program 

studi pendidikan khusus, atau pendidikan inklusif. Untuk itu 

peranan universitas harus dapat difokuskan kepada poin penting 

dalam penanganan kelas inklusif. Perhatian yang diharapkan 

oleh guru kelas seperti pendampingan secara kontinyu yang 

dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh dan 
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mendalam sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi 

selama ini. Keterlibatan universitas merupakan salah satu 

peranan universitas dalam program pendampingan sekolah dasar 

inklusif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

besar agar masalah yang dihadapi oleh sekolah inklusif dapat 

dipecahkan dengan baik. Peranan universitas terhadap program 

pendampingan kepada sekolah dasar inklusif, merupakan 

partisipasi aktif universitas yang harus dapat diwujudkan dalam 

program-program yang lebih efektif dan dalam waktu jangka 

panjang. Peranan universitas kepada sekolah dasar inklusif 

merupakan bentuk hubungan timbal balik antara universitas 

dengan sekolah dasar inklusif yang berdampak positif bagi 

kedua di masa yang akan datang (Jackson, 2015). 

Peranan universitas dalam program pendampingan kepada 

sekolah dasar inklusif merupakan salah satu cara agar dapat 

membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah 

dasar inklusif khususnya guru kelas. Peranan universitas 

diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dalam 

implementasi pendidikan inklusif. Keterlibatan universitas 

dalam program pendampingan kepada sekolah inklusif dapat 

digunakan sesuai dengan kapasitas universitas sebagai pusat 

penelitian dan sumber data penelitian (Sanzo et al., 2011). 

Universitas memiliki otoritas yang besar dalam melaksanakan 

penelitian yang berhubungan dengan pendidikan inklusif, 

melalui metode penelitian yang tepat sehingga menemukan hasil 

penelitian yang relevan dengan permasalahan di sekolah dasar 

inklusif. Hasil ini dapat dipraktekkan di sekolah dasar inklusif, 

baik oleh guru kelas maupun manajemen sekolah dasar inklusif, 

sehingga tujuan sekolah dasar inklusif dapat tercapai. Kondisi 
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ini merupakan salah satu bentuk perhatian universitas dalam 

membantu sekolah dasar inklusif memecahkan masalah yang 

selama ini dihadapi.  

Selain memiliki otoritas yang besar terhadap hasil-hasil 

penelitian, universitas juga memiliki kepentingan dan kebutuhan 

yang besar dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di 

masyarakat, termasuk pendidikan inklusif di sekolah dasar 

inklusif. Melalui masalah yang terjadi di sekolah dasar inklusif, 

universitas mengetahui kebutuhan dalam merancang program 

studi atau matakuliah yang dapat menjawab dan memberikan 

solusi pada sekolah dasar inklusif (Meixner et al., 2010). 

Universitas dapat membantu sekolah dasar inklusif baik dari 

aspek akademik maupun non akademik (Öcek et al., 2021). Hal 

ini dapat diimplementasikan dalam matakuliah seperti 

pendidikan inklusif yang topiknya tidak hanya terdiri dari aspek 

akademik saja (perancangan kurikulum, RPP, pembelajaran, dan 

evaluasi), tetapi juga seperti memberikan cara memaksimalkan 

sarana dan prasarana sekolah dasar inklusif.  

 

E. Bentuk Kegiatan Program Pendampingan 

 

Untuk dapat merealisasikan program pendampingan, 

harus dipilih bentuk kegiatan pendampingan yang dapat 

membantu sekolah dasar inklusif dalam memecahkan masalah 

yang sering terjadi pada pelaksanaan pendidikan inklusif. 

Bentuk kegiatan pendampingan dapat berupa komunitas belajar, 

pendanaan, persiapan guru, pertemuan rutin, seminar dan 

pelatihan. Komunitas belajar sangat penting untuk dibentuk oleh 

departemen bersama dengan sekolah dasar inklusif, agar 
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terjadinya kerjasama yang baik antara kedua pihak dalam rangka 

pengembangan sekolah inklusif. Ini juga menjadi penghubung 

antara departemen dengan sekolah dasar inklusif, agar setiap 

masalah yang dihadapi oleh sekolah dapat bersama-sama untuk 

dicarikan solusi terbaik dalam kelas inklusif. Bentuk 

pendampingan dapat juga dengan menghubungkan guru inklusif 

di SD dan calon guru di universitas dalam komunitas belajar 

yang didasarkan pada kepentingan dan kepercayaan bersama, 

yang diharapkan dapat mengarah pada pengembangan sekolah.  

Bentuk kegiatan pendampingan yang juga diperlukan 

adalah tersedianya dana untuk sekolah dasar inklusif, dengan 

tujuan agar beberapa masalah yang berhubungan dengan 

penyediaan sarana dan prasarana yang selama ini banyak 

dihadapi oleh sekolah dasar inklusif dapat diatasi dengan baik 

(Hart & Northmore, 2011). Dengan bantuan penyediaan dana 

dari universitas, maka memudahkan sekolah dasar inklusif 

memenuhi kebutuhan siswa khususnya siswa ABK yang 

memiliki keterbatasan dalam gerak atau mobilitas. Selama ini, 

pendanaan lebih banyak diberikan oleh pemerintah, tetapi masih 

belum memadai, yang menyebabkan sekolah dasar inklusif tidak 

menerima siswa ABK dengan karakteristik keterbatasan fisik.  

 

 

 

 

 

    

Gambar 2. Kegiatan Identifikasi Siswa kepada Guru di Sekolah 

Dasar Inklusif 
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Untuk program pendampingan lain yang juga penting 

untuk dilakukan adalah persiapan sumber daya manusia, yaitu 

guru yang mengajar di kelas inklusif. Persiapan guru dalam 

mengajar di kelas inklusif harus disesuaikan dengan kompetensi 

yang diperoleh guru terutama dalam pendidikan inklusif (Das et 

al., 2022; McCrimmon, 2015). Guru harus dapat memahami 

semua aspek dalam pendidikan inklusif, tidak hanya 

mendapatkan standar dasar mengajar saja. Kesiapan mengajar 

bagi guru inklusif dapat dilakukan dengan pertemuan rutin 

antara departemen, seminar pendidikan inklusif maupun yang 

lebih khusus berupa pelatihan. Pertemuan rutin dapat berupa 

pertemuan bulanan yang dapat diselenggarakan oleh universitas 

kepada guru inklusif.  

Intensitas pertemuan dapat disepakati atau lakukan 

misalnya dalam sebulan sekali, tiga bulanan atau enam bulanan. 

Sementara itu, seminar pendidikan inklusif juga merupakan 

salah satu cara dalam menyiapkan guru untuk siap mengajar 

dalam kelas inklusif. Beberapa topik yang paling sering berikan 

kepada guru adalah terkait pendidikan inklusif secara 

menyeluruh, dan secara khusus, berbentuk sosialisasi kepada 

guru tentang pendidikan inklusif. Sosialisasi ini penting, karena 

masih banyak guru yang belum memahami tentang dasar 

pendidikan inklusif, karena berasal dari latar belakang yang 

berbeda, bukan dari pendidikan guru sekolah dasar dan tidak 

mendapatkan mata kuliah pendidikan inklusif.  
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Selain seminar, pelatihan dengan topik khusus tentang 

pendidikan inklusif juga sangat perlu diselenggarakan oleh 

universitas sebagai bentuk pendampingan. Beberapa topik yang 

perlu untuk diberikan pelatihannya kepada guru antara lain 

tentang identifikasi dan asesmen, karakteristik siswa ABK, 

kurikulum, rencana pembelajaran dan pendidikan inklusif. 

Topik-topik ini adalah topik yang juga paling sering sebagai 

masalah bagi guru ketika mengajar dalam kelas inklusif. Dengan 

latar belakang pendidikan yang berbeda, guru menghadapi 

permasalahan pembelajaran di kelas dengan sendiri, tanpa ada 

pendampingan atau bantuan khusus yang dapat membantu 

pemecahannya dengan cepat. Sebagai contoh, guru sulit 

melakukan identifikasi kepada siswa karena tidak memiliki 

instrumen identifikasi, sehingga tidak dapat membedakan 

karakteristik semua siswa, baik siswa reguler maupun siswa 

ABK. Dampaknya, perlakuan guru kepada siswa diberikan 

sama, walaupun sebenarnya terdapat beberapa siswa dengan 

karakteristik khusus yang juga harus diberikan treatment 

khusus.  

 

Gambar 3. Contoh Kegiatan Seminar Pendidikan Inklusif 

kepada Guru di Sekolah Dasar Inklusif 
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Bentuk program pendampingan oleh universitas kepada 

sekolah dasar inklusif menjadi kegiatan yang harus dilakukan 

secara kolaboratif. Sekolah dasar inklusif melalui universitas 

dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi sekolah 

inklusif yang selama ini muncul dan belum dapat diberikan 

solusinya secara menyeluruh. Pendampingan yang dilakukan 

universitas seperti pendampingan kelengkapan sekolah dasar 

inklusif, pendampingan pembelajaran kelas inklusif, 

penyelenggaraan seminar dan pelatihan dan waktu 

pendampingan merupakan isi program pendampingan yang 

sangat diperlukan oleh sekolah dasar inklusif selama ini. 

Program pendampingan diharapkan dapat berlangsung 

berkelanjutan, kontinyu dan saling berkolaborasi dengan baik. 

Kolaborasi antara universitas dan sekolah dasar inklusif dalam 

program pendampingan merupakan hubungan timbal balik yang 

saling menguntungkan antara kedua belah pihak (Causton-

Theoharis et al., 2011). Sebagai pusat riset, universitas memiliki 

otoritas yang besar dalam melaksanakan penelitian yang 

berhubungan dengan pendidikan inklusif. Tujuannya agar dapat 

memecahkan masalah dan hambatan yang selama ini dihadapi 

oleh sekolah dasar inklusif. Bagi sekolah dasar inklusif, hasil 

riset dapat dipergunakan dalam praktek inklusif di kelas (Bartz 

et al., 2015). Dengan program pendampingan secara 

berkelanjutan melalui seminar dan pelatihan dalam kurun waktu 

yang disepakati bersama akan dapat memberikan dampak positif 

bagi kedua belah pihak. Bentuk program pendampingan sekolah 

dasar inklusif dapat berupa: 
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1. Pendampingan Kelengkapan Sekolah Dasar Inklusif 

Bentuk pendampingan kelengkapan sekolah dasar inklusif 

berhubungan dengan penyediaan guru GPK, kerjasama atau 

jejaring kerjasama, sarana dan prasarana.  Ketersediaan guru 

GPK merupakan salah satu permasalahan yang ada pada kelas 

inklusif di Indonesia. Beberapa masalah yang berhubungan 

dengan ketersediaan guru GPK dalam kelas inklusif antara lain 

(Subbey, 2017):  

1. Guru kelas mengalami kesulitan dalam menangani kelas 

inklusif, terutama ketika harus menangani siswa ABK 

dengan berbagai karakteristik, hambatan dan 

keterbatasan. Padahal dalam sistem pembelajaran 

sekolah inklusif perlu mendapatkan dukungan dari dari 

tenaga pendidik khusus dengan keahlian khusus salah 

satunya adalah guru GPK 

2. Sekolah inklusif tidak membiayai atau memberikan 

honor guru GPK, terutama sekolah-sekolah negeri 

inklusif. Sementara kemampuan orang tua yang 

memiliki siswa ABK tidak mampu membiayai guru 

GPK. Kondisi di sekolah swasta inklusif, pemberian 

honor atau gaji guru GPK dibebankan kepada orang tua 

siswa. Selain itu, kompetensi guru GPK belum 

memenuhi kriteria sebagai guru GPK yang seharusnya 

berasal dari lulusan dengan jurusan pendidikan khusus 

atau pendidikan inklusif.  

 

Tidak sesuainya kompetensi guru GPK dalam 

mendampingi siswa ABK menyebabkan kemampuan siswa 

ABK untuk mencapai tujuan belajar baik dalam aspek akademis 
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maupun non akademis menjadi terhambat. Keterlibatan 

universitas dalam program pendampingan sekolah dasar inklusif 

selama ini belum banyak menyediakan program studi yang 

khusus menghasilkan guru GPK yang dapat mendampingi siswa 

ABK dalam aspek akademik maupun non-akademik. Selain itu, 

jejaring kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting 

bagi sekolah inklusif. Terutama kerjasama yang dapat 

mendukung pelaksanaan pembelajaran dalam kelas inklusif. 

Sebagai contoh, kerjasama antar guru inklusif dalam 

penggunaan metode pembelajaran dalam kelas inklusif yang 

dipelopori oleh universitas. Universitas diharapkan dapat 

menjadi penggerak terjalinnya kerja sama antar sekolah inklusif. 

Universitas diharapkan dapat menjadi penghubung antar 

sekolah inklusif dalam hal kerja sama atau jejaring yang 

memberikan banyak kesempatan kepada sekolah inklusif 

terutama guru-guru dalam mensukseskan praktek kelas inklusif 

(Bovill et al., 2016). Ketersediaan sarana dan prasarana 

merupakan salah satu masalah besar yang juga dihadapi oleh 

sekolah inklusif. Perlunya pendampingan sarana prasarana yang 

dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran dalam kelas 

inklusif. Kurangnya pendanaan yang tersedia di sekolah inklusif 

merupakan salah kendala juga dalam sekolah inklusif. 

Kurangnya pendanaan atau pembiayaan menyebabkan 

terhambatnya berbagai tugas administrasi dalam memenuhi 

berbagai kegiatan pembelajaran dalam sekolah inklusif, 

terutama penyediaan sarana dan prasarana.  

Universitas penyelenggara program studi pendidikan 

khusus, atau pendidikan inklusif dapat memberikan program 

pendampingan dalam memenuhi sarana dan prasarana yang 
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dapat menunjang praktek inklusif (Ainscow, 2016). Sarana 

sekolah inklusif yang diperlukan seperti penyediaan sumber 

belajar bagi guru kelas maupun siswa (buku ajar, lembar kerja) 

yang dapat disediakan di perpustakaan sekolah, atau dapat 

dijadikan buku pegangan guru dan siswa. Selain sumber belajar, 

alat peraga yang secara spesifik dibutuhkan oleh siswa ABK 

juga sangat dibutuhkan oleh sekolah inklusif. Sementara itu, 

prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah dasar inklusif yang 

sangat penting seperti ruang kelas yang dapat mengakomodasi 

semua kebutuhan siswa terutama siswa ABK; toilet yang ramah 

untuk siswa ABK sehingga memudahkan mobilitas; serta 

berbagai fasilitas pembantu seperti kursi roda bagi siswa ABK 

dengan keterbatasan gerak (Santos & Capellini, 2021).  

Pendampingan kelengkapan sekolah inklusif harus terus 

dilakukan oleh universitas karena merupakan aspek mendasar 

dalam penyelenggaran pendidikan inklusif. Dari ketiga bentuk 

program pendampingan yang berhubungan dengan kelengkapan 

sekolah inklusif, universitas baru menyediakan program studi 

yang menghasilkan guru GPK. Jumlah universitas di Indonesia 

yang menyediakan program studi yang berhubungan dengan 

pendidikan khusus atau pendidikan inklusif yang menghasilkan 

lulusan yang memiliki kompetensi dapat mendampingi siswa 

ABK dalam pembelajaran sangat terbatas. Lulusan guru yang 

siap mengajarkan siswa ABK yang dihasilkan dengan jumlah 

siswa ABK yang ada di sekolah inklusif belum sebanding, 

sehingga penanganan siswa ABK dalam kelas inklusif masih 

ditangani oleh guru kelas dengan berbagai kesulitan yang sulit 

diatasi dengan baik. 
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2. Pendampingan pembelajaran kelas inklusif 

 

Pendampingan pembelajaran kelas inklusif kepada 

sekolah inklusif dapat berupa identifikasi siswa, kurikulum, 

media pembelajaran, lesson plan, penanganan siswa ABK, 

penilaian pembelajaran. Identifikasi merupakan screening awal 

yang dilakukan oleh guru terhadap siswa untuk mendapatkan 

informasi apakah seorang siswa memiliki kecenderungan 

kebutuhan khusus. Jika kecenderungan memiliki kebutuhan 

khusus, maka proses selanjutnya adalah asesmen yang akan 

menjadi dasar dalam penyusunan program pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik siswa. Masalah yang dialami guru kelas di 

Indonesia, mereka tidak memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasi siswa karena latar belakang guru kelas adalah 

guru umum, atau guru bidang studi, bukan guru dengan 

kemampuan pendidikan khusus. Hasilnya guru kelas tidak 

memahami kalau beberapa siswa termasuk siswa ABK. 

Dampaknya guru kelas tidak memahami cara menangani siswa 

ABK sesuai dengan kebutuhan siswa. Universitas agar dapat 

memberikan program kepada guru kelas agar dapat 

mengidentifikasi siswa. Identifikasi merupakan bagian penting 

dari kelas inklusif yang harus dilakukan oleh guru dalam 

memahami karakteristik siswa. Universitas diharapkan dapat 

memberikan bimbingan atau program kepada guru kelas sebagai 

langkah awal dalam merancang pembelajaran dalam kelas 

inklusif (Cunningham et al., 2017).  

Hal lain yang juga penting dalam pendampingan 

pembelajaran kelas inklusif adalah perancangan kurikulum 

dalam kelas inklusif. Ketika sekolah dan guru memahami bahwa 
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dalam kelas terdapat berbagai macam karakteristik siswa ABK, 

maka sekolah harus menentukan kurikulum yang harus 

digunakan. Banyak sekolah yang belum dapat menentukan 

kurikulum yang sesuai dengan jenis dan kondisi siswa ABK. 

Untuk itu, universitas dapat membantu sekolah inklusif dan guru 

membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa ABK. 

Universitas diharapkan dapat membantu sekolah inklusif dan 

guru dalam penggunaan kurikulum inklusif yang dapat 

digunakan oleh semua siswa termasuk siswa ABK sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik siswa. Pendampingan yang 

dilakukan oleh universitas dalam kurikulum inklusif dapat 

berupa pelatihan reguler yang memberikan wawasan baru model 

(kurikulum terbaru) dan humanis agar dapat diterapkan di 

sekolah inklusif (Martimianakis et al., 2015). Hasil-hasil 

penelitian terbaru tentang kurikulum inklusif diharapkan dapat 

diterapkan di sekolah inklusif, sehingga guru kelas dapat 

mencapai tujuan pembelajaran di kelas inklusif secara 

maksimal.  

Selain kurikulum, media pembelajaran dalam kelas 

inklusif merupakan faktor penting dalam kesuksesan dalam 

kelas inklusif. Media pembelajaran dalam kelas inklusif 

diharapkan dapat memotivasi semua siswa, mengembangkan 

bakat dan sikap sehingga dapat mencapai potensi yang dimiliki 

oleh semua siswa termasuk siswa ABK (Awwad, 2015). Guru 

kelas harus dapat memodifikasi media pembelajaran sesuai 

dengan tingkat kebutuhan semua siswa termasuk siswa ABK 

yang memiliki hambatan dan keterbatasan dalam menggunakan 

media pembelajaran. Universitas merupakan sumber tempat 

penelitian, sehingga banyak topik penelitian yang menghasilkan 
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media pembelajaran dalam kelas inklusif. Hasil ini diharapkan 

dapat digunakan dan disebarluaskan kepada sekolah inklusif. 

Tugas universitas selain sebagai sumber pengabdian, 

tetapi juga sebagai sumber penelitian yang banyak 

menghasilkan penelitian dalam kelas inklusif, khususnya media 

pembelajaran. Banyak hasil penelitian yang seharusnya dapat 

digunakan oleh guru kelas dalam pembelajaran yang telah 

melalui uji coba ilmiah sehingga teruji kegunaan dan 

manfaatnya bagi kelas inklusif, termasuk dalam merancang RPP 

terintegrasi yang ramah pembelajaran bagi semua siswa. RPP 

terintegrasi merupakan aspek penting dalam pembelajaran di 

kelas inklusif. RPP terintegrasi harus dapat dirancang agar dapat 

mengakomodasi semua kebutuhan siswa termasuk siswa ABK. 

Universitas dapat membuat RPP terintegrasi yang lebih 

sederhana dan fleksibel agar dapat diterapkan di kelas inklusif 

sesuai dengan karakteristik dan jenis siswa ABK. Karena selama 

ini, RPP dalam kelas inklusif yang dibuat masih belum dapat 

mengakomodasi kemampuan siswa ABK.  

Tugas guru kelas dalam pembelajaran tidak hanya dalam 

menjelaskan materi pelajaran kepada siswa, tetapi juga 

menangani dan melayani siswa dengan berbagai karakteristik 

dalam kelas inklusif, terutama siswa ABK (Goldstein, 2017). 

Masih banyak guru yang belum memahami karakteristik siswa 

ABK, sehingga ketika memberikan layanan kepada siswa ABK 

masih belum bisa tertangani dengan baik. Guru kelas masih 

belum banyak memahami karakter siswa ABK yang berbeda 

dari siswa non-ABK. Perbedaan latar belakang keilmuan guru 

kelas (bukan dari special education program) menyebabkan guru 

kelas kesulitan dalam mengendalikan karakter siswa ABK.  
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Universitas dapat membantu guru kelas dalam memahami 

karakter semua siswa khususnya siswa ABK dengan 

menyelenggarakan seminar atau kegiatan yang kontinyu. 

Semakin banyaknya siswa ABK di sekolah inklusif saat ini, 

mengharuskan guru kelas memahami karakteristik siswa ABK 

dengan sebaik-baiknya, sehingga perubahan perilaku pada siswa 

ABK dapat ditangani dengan baik oleh guru kelas. 

Selain itu, aspek penting lainnya adalah penilaian 

pembelajaran yang humanis dan sesuai dengan karakteristik 

siswa ABK. Universitas diharapkan dapat membuat program 

yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan semua siswa 

termasuk siswa ABK. Program pendampingan harus sejalan 

dengan aspek-aspek dalam pembelajaran, karena merupakan 

bagian dari lesson plan yang telah dirancang sebelumnya (Carr, 

2013). Penilaian pembelajaran oleh guru kelas masih belum 

dapat menggambarkan keadilan bagi siswa ABK, terkadang 

penilaian masih menggunakan penilaian yang sama dengan 

siswa non-ABK. Untuk itu, seharusnya universitas harus dapat 

merancang format penilaian pembelajaran yang sesuai bagi 

setiap karakteristik siswa ABK. 
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BAB 4  

 
MANFAAT PROGRAM PENDAMPINGAN SEKOLAH 

DASAR INKLUSIF MELALUI PELATIHAN GURU  

 

 

Manfaat program pendampingan sekolah dasar inklusif 

oleh universitas adalah agar mendapatkan informasi yang dapat 

menambah pengetahuan terkait dengan praktek inklusif. Bagi 

sekolah maupun guru kelas berharap bahwa manfaat program 

pendampingan yang dilakukan dalam bentuk seminar dan 

pelatihan berhubungan dengan topik yang relevan dengan 

masalah yang mereka hadapi di kelas inklusif, antara lain: desain 

pembelajaran, ilmu terbaru terkait dengan praktek inklusif, 

metode penanganan siswa ABK, dan motivasi ketika mengajar. 

Mendesain pembelajaran dalam kelas inklusif merupakan 

masalah yang sulit dihadapi oleh guru kelas. Kesulitan yang 

dihadapi oleh guru kelas dalam mendesain pembelajaran 

berawal dari ketidakmampuan guru dalam memahami semua 

karakteristik siswa, terutama siswa ABK. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Contoh Kegiatan Pendampingan Guru Sekolalah 

Dasar Inklusif  
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Kegiatan Pendampingan Guru Sekolalah Dasar Inklusif 



Program Pendampingan Sekolah Dasar Inklusif || 81 

 Ketika guru kelas belum dapat merancang pembelajaran 

yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan kelasnya, maka guru 

kelas sulit menentukan metode pembelajaran maupun media 

pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

Dampaknya waktu pembelajaran yang dialokasikan tidak sesuai 

dengan pelaksanaan pembelajaran. Lebih jauh, tujuan 

pembelajaran tidak tercapai sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. Melalui pendampingan universitas, topik tentang 

desain pembelajaran untuk kelas inklusif dapat diberikan oleh 

universitas, yang selama ini banyak melakukan penelitian terkait 

dengan desain pembelajaran. Universitas sekaligus sebagai 

sumber riset harus dapat mendiseminasikan hasil penelitian 

terkait dengan pembelajaran dalam kelas inklusif, dengan selalu 

mendampingi sekolah dasar inklusif. Universitas memiliki 

kewenangan untuk melakukan riset terkait dengan pendidikan 

inklusif, melalui ujicoba yang valid, dan hasil yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan dapat dipraktekkan langsung di 

kelas inklusif.  

Sejalan dengan hasil penelitian tentang desain 

pembelajaran yang dihasilkan oleh universitas, hasilnya semua 

khususnya ilmu terkait dengan praktek inklusif juga dapat 

didiseminasikan kepada sekolah inklusif. Pelaksanaan penelitian 

yang selalu dilakukan oleh universitas secara kontinyu tentang 

pendidikan inklusif, baik tentang metode-metode pembelajaran 

terbaru dalam kelas inklusif, maupun pengembangan media 

pembelajaran yang ramah anak, diharapkan dapat dipraktekkan 

oleh guru kelas. Melalui seminar dan pelatihan secara rutin dan 

kontinu, guru kelas berharap perhatian dari universitas 

merupakan cara agar guru tidak ketinggalan informasi dan 
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keilmuan terbaru. Dengan demikian, semakin banyak dan 

bervariasinya siswa ABK maka guru kelas lebih dapat 

merancang pembelajaran dan memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan kebutuhan semua siswa, khususnya siswa ABK. 

Melalui seminar dan pelatihan yang kontinu yang 

merupakan bentuk program pendampingan untuk sekolah dasar 

inklusif berkaitan dengan hasil penelitian terbaru tentang 

praktek inklusif yang dilakukan oleh universitas, diharapkan 

guru kelas mendapatkan informasi penting yang dapat 

memberikan dampak positif bagi pelayanan maksimal kepada 

semua siswa (Ingersoll & Strong, 2011). Seminar atau pelatihan 

yang diselenggarakan universitas merupakan salah satu cara 

agar dapat membangkitkan dan memotivasi guru kelas agar 

selalu memiliki motivasi dalam mengajar dan melayani semua 

siswa dalam kelas inklusif. Selain masalah pembelajaran dalam 

kelas, motivasi guru kelas harus selalu ditingkatkan dan dijaga 

supaya dapat menangani semua permasalahan siswa dalam 

belajar (Ybnu Taufan & Basalamah, 2021). Selain itu agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan. 

 

 

Gambar 5. Contoh Kegiatan Pelatihan Guru Sekolah Dasar Inklusif  
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Selain pelaksanaan pembelajaran yang didasarkan pada 

karakteristik semua siswa dalam kelas inklusif, pelayanan 

maksimal kepada semua siswa terutama siswa ABK merupakan 

salah satu indikator kesuksesan dalam kelas inklusif. Banyak 

guru kelas kesulitan dalam memahami karakteristik siswa ABK 

karena latar belakang pendidikan yang bukan dari jurusan 

pendidikan khusus, atau pendidikan guru sekolah dasar yang 

menyelenggarakan mata kuliah pendidikan inklusif. Semakin 

banyaknya siswa ABK dalam kelas inklusif sekarang di 

Indonesia, menyebabkan guru kelas kesulitan dalam menangani 

mereka terutama jika dalam kelas tidak terdapat siswa ABK. 

Guru tidak dapat membagi perhatian dan fokus kepada siswa 

ABK.  

Dengan seminar dan pelatihan yang dilakukan oleh 

universitas memberikan pemahaman mendalam dan terbaru 

tentang metode penanganan siswa ABK. Termasuk misalnya 

membantu siswa ABK dapat berbaur dan bermain bersama 

dengan teman-temannya dalam kelas. Dengan demikian melalui 

seminar atau pelatihan dari universitas, guru kelas mendapatkan 

pengetahuan baru cara menangani siswa ABK baik untuk aspek 

akademik maupun non akademik. Semakin banyak jumlah siswa 

ABK yang sekarang diterima dalam sekolah dasar inklusif, 

menyebabkan guru kelas harus dapat melayani kebutuhan siswa 

ABK secara humanis, sesuai dengan karakteristiknya.  

Beberapa manfaat program pendampingan sekolah dasar 

inklusif yang dilakukan secara kolaboratif dengan universitas 

dengan pendekatan USCP, antara lain: 
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A. Aspek Akademik 

 

Manfaat program pendampingan sekolah dasar inklusif 

dalam aspek akademik adalah (Rasmitadila et al., 2023): 

1. Harus dapat memenuhi kebutuhan sekolah termasuk 

kebutuhan guru, keterampilan, pengetahuan serta praktek 

inklusif. Program pelatihan yang dapat diberikan kepada guru 

diharapkan sesuai dengan kebutuhan guru yang terdiri dari 

informasi dan pengalaman tentang pembelajaran di kelas 

inklusif, karakteristik dan penanganan semua siswa termasuk 

siswa ABK, pengelolaan kelas inklusif, pemenuhan 

kebutuhan siswa ABK, serta pembuatan RPP dan PPI. 

Melalui pelatihan, materi yang disampaikan oleh para mentor 

dari universitas diharapkan relevan dan sangat dibutuhkan 

guru terutama menghadapi kesulitan yang selama ini menjadi 

masalah dalam kelas inklusif.  

2. Pada proses pembelajaran, melalui program pendampingan 

melalui pelatihan atau seminar diharapkan mendapatkan ilmu 

dan menambah kompetensi terutama dalam penanganan 

siswa ABK dalam pembelajaran. Selama ini, guru kelas 

melaksanakan pembelajaran dalam kelas inklusif cenderung 

menggunakan metode pembelajaran yang sama antara siswa 

non-ABK dan siswa ABK. Kondisi ini terjadi karena guru 

kelas kurang memahami karakteristik siswa ABK, sehingga 

berdampak kepada pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. 

Pelatihan dapat membuka wawasan guru kelas agar dapat 

melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi di kelas inklusif. 

Kesuksesan pembelajaran dalam kelas inklusif tergantung 

kepada strategi pembelajaran yang dirancang guru. Strategi 
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pembelajaran merupakan satu set pembelajaran yang 

dirancang oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang terdiri dari langkah pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, waktu dan evaluasi 

pembelajaran. Pembelajaran dalam kelas inklusif sangat 

kompleks dan memerlukan perhatian khusus karena 

keragaman, dan perbedaan gaya belajar, serta kebutuhan 

siswa terutama siswa ABK yang memerlukan metode khusus 

dalam pembelajarannya. Guru harus mampu memahami 

karakteristik siswa, sehingga strategi pembelajaran yang 

digunakan guru dapat efektif, sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dengan maksimal. 

3. Penanganan Siswa ABK 

Salah satu manfaat dari program pendampingan melalui 

pelatihan yang sangat penting bagi guru kelas seperti 

identifikasi, dan asesmen siswa di kelas inklusif. Materi ini 

sangat diperlukan oleh guru kelas karena kesulitan yang juga 

sering dihadapi oleh guru kelas adalah tidak bisa memahami 

karakteristik siswa siswa ABK. Dengan latar belakang 

pendidikan guru kelas yang berbeda, dan bukan berasal dari 

program pendidikan luar biasa, atau pendidikan khusus, serta 

tidak adanya cara untuk mengidentifikasi siswa dengan 

kebutuhan tertentu, menyulitkan guru kelas untuk dapat 

memberikan pelayanan maksimal kepada siswa khususnya 

siswa ABK. Dengan adanya pelatihan dalam program 

pendampingan, guru kelas mendapatkan pengetahuan serta 

praktek langsung cara mengidentifikasi siswa menggunakan 

instrumen agar dapat memahami dan mendapatkan informasi 

terkait karakteristik dan kecenderungan bahwa siswa 
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merupakan siswa ABK. Materi identifikasi siswa merupakan 

salah satu materi yang penting dalam pelatihan, karena dapat 

memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada guru kelas 

tentang karakteristik siswa dan berdampak kepada layanan 

kepada siswa terutama siswa ABK. Jika guru kelas dapat 

mengimplementasikan kegiatan identifikasi kepada siswa, 

maka penyaringan awal siswa terindikasi ABK dapat 

dilakukan, sehingga perencanaan pembelajaran yang harus 

dipersiapkan guru dalam pembelajaran menjadi lebih jelas 

dan mudah. Guru kelas dapat membuat PPI dengan terencana. 

Perencanaan pembelajaran sangat penting bagi guru, agar 

pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusif dapat 

berlangsung dengan baik, dan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan semua siswa 

termasuk siswa ABK. 

4. Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan 

Program pendampingan yang diberikan kepada sekolah 

inklusif khususnya kepada guru kelas melalui program 

pendampingan oleh universitas memberikan banyak 

pengalaman baru kepada guru kelas. Kegiatan pelatihan 

diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

wawasan yang positif terutama materi pelatihan dan praktek 

yang diberikan kepada guru kelas. Melalui pengetahuan dan 

wawasan, guru kelas diharapkan meningkat terutama tentang 

pendidikan inklusif secara detail, pembelajaran, kurikulum, 

maupun penilaian serta penanganan siswa ABK. Guru kelas 

akan mendapatkan dan meningkatkan kompetensi mereka, 

melalui pengetahuan dan wawasan yang akan mereka 

praktekkan dalam kelas mereka. Pelatihan bagi guru inklusif 
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sangat penting untuk dilakukan agar pengetahuan dan 

wawasan guru terkait dengan pendidikan inklusif dapat selalu 

ditingkatkan terutama hasil-hasil penelitian terkini yang 

dilakukan oleh universitas. Dalam pelatihan perlu 

didiseminasikan hasil penelitian, sehingga guru-guru dapat 

mempraktekkannya di kelas sebagai bagian dari pemecahan 

masalah di kelas inklusif. Metode pembelajaran, maupun 

media pembelajaran yang dihasilkan oleh peneliti universitas 

harus selalu diinformasikan kepada guru-guru inklusif 

melalui pelatihan yang intensional. 

5. Pemecahan masalah 

Program pendampingan dapat memberikan gambaran 

pemecahan masalah yang selama ini ditemui oleh guru kelas 

dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusif. Melalui 

pelatihan, guru kelas mendapatkan suatu bantuan dalam 

memecahkan masalah yang selama ini banyak dihadapi oleh 

RT, seperti penanganan siswa ABK, pemilihan metode 

pembelajaran yang efektif, serta bahan ajar yang sesuai 

dengan semua kebutuhan siswa. Dalam pelatihan, materi 

yang diberikan membuka semua informasi yang selama ini 

dibutuhkan oleh RT dalam menghadapi masalah dalam kelas 

inklusif. Dengan materi pelatihan, diharapkan guru mampu 

memecahkan masalah, dan akan menerapkan materi serta 

cara penanganan semua siswa ketika pelaksanaan 

pembelajaran di kelas inklusif berlangsung. Kesulitan yang 

dihadapi oleh guru kelas dalam kelas inklusif selama ini sulit 

untuk dipecahkan secara sistematis dan efektif. Permasalahan 

yang dihadapi oleh guru kelas, dengan kemampuan dan 

kompetensi yang minimal karena latar belakang yang 
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berbeda, ataupun bidang keilmuan yang berbeda, tetapi harus 

menangani semua karakteristik siswa menyebabkan semua 

kesulitan guru tidak mudah untuk dipecahkan secara tuntas. 

padahal kesulitan guru dalam kelas inklusif yang dinamis 

memerlukan pemecahan masalah yang cepat dan tepat 

sasaran. Kondisi yang menyebabkan ini adalah kurangnya 

kerjasama antara pihak sekolah dengan pemangku 

kepentingan lain seperti psikolog, dinas pendidikan, bahkan 

dengan pihak universitas yang menyediakan layanan khusus 

dalam penanganan siswa, maupun universitas yang 

menghasilkan penelitian dalam pendidikan inklusif, sehingga 

kesulitan yang dihadapi guru tidak mudah untuk dipecahkan. 

Untuk itu, perlu adanya kolaborasi antara sekolah dengan 

pihak lain, terutama dengan universitas sebagai salah satu 

penyedia hasil penelitian yang mampu membantu sekolah 

khususnya guru dalam kelas inklusif sehingga tujuan dan 

kebutuhan siswa dapat tercapai dengan maksimal.  

 

B. Aspek Non-Akademik 

 
Beberapa manfaat non-akademik dari program 

pendampingan sekolah dasar inklusif melalui pelatihan guru 

(Rasmitadila et al., 2023): 

1. Meningkatkan motivasi guru dalam pembelajaran di kelas 

inklusif. Pelatihan yang diberikan kepada guru mengenai 

pendidikan inklusif, diharapkan dapat memberikan 

semangat dan memotivasi guru kelas untuk dapat 

memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh siswa di 

dalam kelas inklusif, termasuk siswa dengan disabilitas. 
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Melalui pelatihan dengan berbagai materi pelatihan yang 

diberikan mentor universitas yang selama ini menjadi 

kesulitan utama dalam menangani siswa berkebutuhan 

khusus diharapkan dapat membuka wawasan guru dan 

lebih meningkatkan motivasi dalam penanganan siswa 

ABK serta peningkatan kualitas pembelajaran dalam kelas 

inklusif. Motivasi merupakan dorongan terbesar bagi guru 

dalam kelas inklusif untuk dapat memberikan pelayanan 

terbaik kepada semua siswa. Motivasi internal guru seperti 

keinginan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik, 

baik dalam aspek akademis maupun non akademis 

merupakan dasar bagi guru agar dapat mencapai 

pembelajaran dalam kelas inklusif. Pada aspek akademik, 

guru harus mampu merancang pembelajaran yang dapat 

memenuhi semua kebutuhan semua siswa dalam kelas 

yang dinamis, berubah dan memerlukan penanganan 

khusus. Tujuan pembelajaran dengan target yang telah 

ditetapkan berdasarkan karakteristik setiap siswa, dengan 

rancangan pembelajaran yang efektif harus mampu 

dicapai guru agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai. 

Untuk itu motivasi dari diri sendiri maupun rekan sejawat 

sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas inklusif. dari aspek non-akademis, motivasi dari 

rekan sejawat, kerjasama dan kolaborasi serta diskusi yang 

membangun dalam memecahkan masalah inklusif 

merupakan dorongan yang kuat bagi guru dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Guru harus memiliki motivasi yang 

tinggi agar dapat mengimplementasikan semua 

pengetahuan dan pengalaman di kelas mereka. Sehingga 
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diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka dalam 

pembelajaran di kelas inklusif. Sementara itu, selain 

motivasi guru berharap bahwa pengalaman selama 

mengikuti pelatihan merupakan salah satu cara untuk 

dapat memecahkan masalah yang dihadapi ketika 

mengajar di kelas inklusif. 

 

2. Membangkitkan harapan positif bagi guru 

Program pendampingan yang dilaksanakan oleh 

universitas berhubungan dengan implementasi pada hasil 

pelatihan, berbagi ilmu dengan kolega, dukungan sekolah, 

layanan kepada siswa, peningkatan kinerja serta tindak 

lanjut kegiatan. Implementasi hasil pelatihan, guru 

diharapkan dapat mengimplementasikan hasil pelatihan 

pada kelas inklusif. Semua pengetahuan, pengalaman 

yang didapatkan dapat dipraktekkan, dan dapat 

memperbaiki pembelajaran yang selama ini masih belum 

sesuai dengan standar kelas inklusif. Beberapa materi 

yang diharapkan dapat memecahkan dan memperbaiki 

masalah yang dihadapi guru kelas seperti penanganan 

siswa ABK, serta metode pembelajaran yang cocok 

dengan kelas inklusif. 

Selama pendampingan dalam pelatihan, guru dapat 

berbagi ilmu dengan kolega, bahwa dengan berbagi ilmu, 

pengetahuan serta semua materi tentang pendidikan 

inklusif kepada teman sejawat mereka di sekolah 

khususnya tentang penanganan siswa ABK serta 

perancangan pembelajaran yang sesuai dengan kelas 

inklusif. Guru kelas dapat juga mempraktekkan apa yang 
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telah mereka dapatkan pada pelatihan, sehingga terdapat 

perubahan dan peningkatan keterampilan guru dalam 

mengajar di kelas inklusif.  

Program pendampingan merupakan suatu kegiatan yang 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang akan 

guru dapatkan selama pelatihan, dalam implementasinya 

dapat didukung oleh semua warga sekolah, termasuk 

kepala sekolah, orang tua, komite sekolah termasuk teman 

sejawat. Untuk mendapatkan dukungan, guru dapat 

mensosialisasikan hasil pelatihan kepada seluruh warga 

sekolah, terutama orang tua dan masyarakat agar mereka 

memahami pendidikan inklusif dengan benar. Selama ini 

salah satu kendala yang dihadapi sekolah termasuk guru 

untuk dapat mengembangkan pendidikan inklusif adalah 

ketidakpahaman orang tua dan masyarakat terhadap 

sistem pendidikan inklusif, sehingga perlu diberikan 

sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat. Guru 

bersama dengan semua pihak memiliki komitmen dalam 

mengemabngkan dan menjalakan pendidikan inklusif 

dengan maksimal dan berkesinambungan.  

 

Manfaat program pendampingan sekolah dasar inklusif 

berbasis university school collaborative partnership (USCP) 

melalui pelatihan maupun seminar pendidikan inklusif misalnya 

merupakan salah satu bentuk program pendampingan, 

permasalahan yang dihadapi oleh guru di kelas inklusif 

diharapkan dapat membantu guru memecahkannya dengan 

efektif. Program pendampingan sekolah inklusif yang dilakukan 

oleh universitas dan bekerjasama dengan pemerintah merupakan 
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bentuk dukungan positif dan saling membutuhkan masukan dan 

kebutuhan antar semua stakeholder dalam pelaksanaan 

pendidikan inklusif di Indonesia. Pelatihan yang berkelanjutan 

diharapkan oleh guru dapat terus dilakukan pada masa yang akan 

datang, termasuk hasil-hasil penelitian yang dapat 

didiseminasikan oleh universitas sebagai modal bagi sekolah 

dasar inklusif menyelenggarakan pembelajaran dalam kelas 

inklusif. 

Kegiatan best practice seperti pelatihan dalam program 

pendampingan memiliki relevansi, dan berhubungan dengan 

pengalaman yang akan didapatkan oleh guru termasuk materi 

dan semua praktek yang dilakukan guru akan sangat relevan 

dengan kebutuhan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

dalam kelas inklusif. Kebutuhan ini didukung dengan 

pemerolehan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan 

guru selama pelatihan. Agar hasil pelatihan dapat diukur 

peningkatannya, maka guru perlu mempraktekkannya dalam 

pembelajaran dalam kelas inklusif.  

Relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan guru sangat 

penting dimiliki oleh guru kelas inklusif. Materi dan 

pengalaman yang relevan dapat memberikan masukan dan 

pengalaman berharga bagi guru dalam memecahkan persoalan 

yang sering dihadapi guru di kelas inklusif selama ini. Beberapa 

materi pelatihan yang paling relevan dengan masalah besar dan 

sulit untuk dipecahkan oleh guru adalah memahami karakteristik 

dan mengidentifikasi siswa berkebutuhan khusus. Kesulitan ini 

berdampak kepada kualitas pembelajaran yang didapatkan oleh 

semua siswa khususnya siswa berkebutuhan khusus karena 

keterbatasan guru dalam memahami karakteristik siswa.  
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Pengetahuan baru yang didapat oleh guru dalam program 

pendampingan akan memberikan dampak positif. Materi yang 

diberikan pada pelatihan harus relevan dan sesuai dengan 

kebutuhan guru, dan dapat memberikan peningkatan 

pemahaman dan kompetensi guru sehingga mereka diharapkan 

mampu memecahkan masalah di kelas inklusif. Semua materi 

pelatihan merupakan materi yang dapat guru kembangkan 

sendiri ketika mereka menghadapi masalah pembelajaran serta 

penanganan siswa di kelas inklusif. Dalam pelatihan guru, 

sangat penting memberikan minimal materi standar yang dapat 

dikembangkan guru sehingga ketika guru menghadapi masalah 

dalam kelas mereka dapat mencari solusi secara mandiri melalui 

diskusi dengan teman sejawat bahkan melalui penelitian 

bersama. Kemandirian ini sangat penting dimiliki guru agar 

dapat memecahkan persoalan inklusif secara mandiri 

berdasarkan materi standar yang telah dimiliki guru dalam 

pelatihan.  

Program pelatihan guru inklusif juga memberikan harapan 

kepada guru bahwa dimasa yang akan datang dengan target 

tertentu terhadap hasil pelatihan yang telah didapatkan, sehingga 

berdampak pada semua anggota sekolah. Guru dapat 

membagikan hasil pelatihan kepada semua warga sekolah, 

sehingga pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dapat 

dibangun dengan komitmen bersama demi kesuksesan 

pendidikan inklusif. Keterlibatan seluruh warga sekolah 

merupakan langkah awal dalam mencapai kesuksesan 

pendidikan inklusif di sekolah dasar. Dengan keterlibatan semua 

pihak, dan komitmen bersama maka untuk mencapai kesuksesan 

tersebut semakin mudah. Keterlibatan warga sekolah selain 
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orang tua, komite sekolah dan masyarakat, juga adanya 

kesepahaman sesama pelaksana pembelajaran, yaitu rekan 

sejawat. Hasil pelatihan harus dapat didiseminasikan kepada 

rekan sejawat, sehingga kualitas pembelajaran secara bersama-

sama dapat ditingkatkan menjadi lebih baik, melalui pelayanan 

dan pendampingan kepada seluruh siswa termasuk siswa 

berkebutuhan khusus. Peningkatan pemahaman tentang 

pendidikan inklusif secara utuh, dan jika dipraktekkan pada 

kelas inklusif, akan berdampak pada peningkatan pelayanan dan 

pendampingan semua siswa, dan kinerja guru. 
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